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ABSTRACT 
 
Micro Waqf Bank is a sharia non-bank financial institution whose operating 
license is under the Indonesian Financial Services Authority (OJK) with the legal 
basis of its establishment as a cooperative. Micro Waqf Bank is a pilot project in 
developing access to financial services in Islamic boarding schools. The purpose 
of the study was to determine the effect of financing the influence of financing and 
business assistance on the empowerment of micro businesses in Islamic boarding 
schools by taking a case study in Al-Pansa Micro Waqf Bank. 
This research method uses a qualitative approach with a phenomenological 
approach. The population in this study is customers who are included in the 
Halmi I and II cluster. While the sample in this study used a purposive sampling 
technique, the samples are the leader of their group who was included in the 
claster of Halmi I and II. In conducting data collection techniques used using 
observation, interviews, and triangulation with data analysis using the approach 
of Miles and Huberman. 
The results of this study note that financing and business assistance carried 
out by Al-Pansa Micro Waqf Bank has an effect on the increase in the number of 
production / number of sales, business income, operating profit, and economic 
conditions. Despite the increase, the increase did not increase significantly. 
 
Keywords: Micro Waqf Bank, qardh financing, business assistance. 
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ABSRAK 
 
Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan non bank syariah yang 
ijin operasionalnya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar 
hukum pendiriannya merupakan koperasi. Bank Wakaf Mikro merupakan pilot 
project dalam mengembangkan akses jasa keuangan di lingkungan pondok 
pesantren. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan 
pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha 
mikro di lingkungan pondok pesantren dengan mengambil studi kasus di Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa.  
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Populasi dalam penelitian ini merupakan nasabah yang 
masuk dalam angkatan Halmi I dan II. Sementara sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling yakni ketua kumpi yang masuk dalam 
angkatan Halmi I dan II. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang 
digunakan menggunakan observasi, wawancara, dan trianggulasi dengan analisis 
data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman. 
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan 
usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berpengaruh terhadap 
adanya peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba 
usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun 
peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 
 
Kata kunci : Bank Wakaf Mikro, pembiayaan qardh, pendampingan usaha. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis 
dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam menunjang 
pertumbuhan ekonomi nasional, sektor UMKM dapat menyerap lapangan 
kerja sehingga dapat menurunkan tingkat penggguran yang kemudian secara 
aggregat akan memberikan efek yang besar dalam aktivitas perekonomian 
secara makro (Setyawati, 2009: 27). Oleh sebab itu, keberadaan UMKM 
dalam aktivitas perekonomian nasional sangatlah penting dan merupakan 
bentuk nyata dari pengamalan ekonomi kerakyatan dalam menopang 
pembangunan ekonomi nasional (Tedjasuksmana, 2014: 190). 
Sejarah mengabadikan dengan baik bagaimana sektor UMKM mampu 
bertahan dalam aktivitas perkonomian nasional ketika Indonesia dilanda 
krisis ekonomi tahun 1998 (Alyas dan Rakib, 2017: 114). Sektor UMKM 
mempunyai kemampuan untuk bertahan yang cukup tinggi dalam 
menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain kemampuan 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi yang relatif tinggi. 
Dalam kondisi lingkungan usaha yang mengalami perubahan dengan cepat, 
maka fleksibilitas suatu usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan 
merupakan faktor mutlak agar tetap bertahan (Haryanto, 2011: 230). 
Meskipun memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian 
nasional, sektor UMKM memiliki berbagai macam tantangan dalam 
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menjalankan aktivitas bisnisnya. Permasalahan yang paling mendasar 
dihadapi oleh sektor UMKM meliputi : sumber daya manusia yang kurang 
memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usa-
hanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan pra-
sarana, serta kurangnya akses pemasaran produk (Anggraeni, Hardjanto, dan 
Hayat, 2013: 1287). 
Dari penjelasan di atas, diketahui adanya permasalahan finansial yang 
muncul dan menjadi penghambat dalam berkembangnya UMKM yaitu 
masalah permodalan. Dalam pengembangan sektor UMKM dibutuhkan 
suntikan permodalan yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau 
pinjaman yang harus mampu menjadi modal bagi kegiatan ekonomi dan 
menjadi motor penggerak dalam menjalankan roda usaha (Haryanto, 2011: 
231).  
Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor UMKM 
disebabkan karena sebagian besar pelaku UMKM yang ada di Indonesia 
belum mampu mengakses lembaga keuangan formal/bank. Keterbatasan 
akses sumber-sumber pembiayaan formal/bank disiasati dengan mencari 
sumber-sumber lembaga non informal seperti rentenir (Rofiah, 2011: 49).  
Rentenir menjadi salah satu pilihan yang digunakan dalam akses 
penyediaan modal bagi sektor UMKM karena dengan meminjam uang dari 
rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan 
jenis usaha lainnya. Proses pemberian pinjaman yang cepat dan kemudahan 
untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut dapat dengan 
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termin cicilan atau angsuran secara harian, mingguan, dan bulanan sesuai 
dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam 
dan pihak rentenir (Siboro, 2015: 1). Kisaran bunga utang dari rentenir yang 
sangat tinggi tidak menyurutkan pelaku UMKM untuk hidup dan berjalan 
dengan sistem tersebut. Hal tersebut menjadikan sektor UMKM sulit untuk 
berkembang dan terjerat dengan sistem tersebut (Worokinasih, 2012: 87). 
Berpijak dari aktivitas rentenir yang ada di masyarakat, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan berusaha untuk 
melawan kegiatan rentenir yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan 
memperluas akses keuangan melalui branchless banking yang disebut dengan 
program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif 
(LAKU PANDAI), serta mendorong kredit pinjaman dengan bunga yang 
ringan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM).  
Dalam hal ini, posisi lembaga keuangan dalam pengembagan sektor 
UMKM menjadi penting dengan memegang peran bagi tersedianya akses 
sumber-sumber pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam bentuk 
permodalan. Namun, realitas yang terjadi saat ini yang dihadapi oleh pelaku 
UMKM adalah sulitnya mereka dalam mengakses sumber-sumber 
pembiayaan tersebut (Irmawati, Damelia, dan Puspita, 2013: 153).  
Lembaga keuangan merupakan institusi yang memberikan layanan jasa 
keuangan kepada masyarakat dalam memperoleh akses jasa keuangan baik 
layanan jasa keuangan konvensional maupun layanan jasa keuangan syariah. 
Dengan kemudahan masyarakat meperoleh akses layanan jasa keuangan 
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maka keterlibatan masyarkat dalam sistem perkonomian semakin nyata dan 
mampu mereduksi kemiskinan (Avais, 2014: 2).  
Disisi lain, lembaga keuangan memiliki fungsi dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan 
serta pencapaian stabilitas sistem keuangan sesuai dengan amanat yang 
tercantum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 
Dalam rangka dalam mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai 
institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, 
pengentasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta 
melawan praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat maka OJK membuat 
suatu inovasi melalui pilot project yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang 
berdiri di lingkungan pondok pesantren. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf 
Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (financing) kepada nasabahnya dan 
tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (funding). Bank Wakaf Mikro 
memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak yang membutuhkan dana.  
Dalam hal ini, pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut 
merupakan masyarakat disekitar pondok pesantren yang mengajukan 
pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro memberikan 
fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan 
pondok pesantren untuk skala usaha mikro dengan akad qardh. 
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Menurut data per Maret 2018, OJK telah memberikan izin usaha kepada 
20 Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren yang tersebar di 
Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, 
Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang dan Kediri.  
Pada bulan November tahun 2017 OJK bersama dengan Lembaga Amil 
LAZ BSM dan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti mendirikan 
Bank Wakaf Mikro dengan nama Bank Wakaf Mirko Pancasila Sakti yang 
kemudian diberi nama Bank Wakaf Mikro Al-Pansa.  
Bank Wakaf Mikro Al-Pansa terletak di terletak di Dusun Sumberejo, 
Kelurahan Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Kabupten 
Klaten. Sejauh ini, Bank Wakaf Mikro Al-Pansa memiliki 240 nasabah yang 
merupakan warga masyarkat yang ada di sekitar Pondok Pesantren Al-
Muttaqin Pancasila Sakti. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf 
Mikro Al-Pansa dalam upaya memberdayakan masyarakat di lingkungan 
sekitar pondok pesantren sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tiap 
nasabah yang disalurakan dalam bentuk tunai dengan akad qardh dan beban 
margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang 
dibebankan guna keperluan operasional.  
Disisi lain, Kabupaten Klaten sangat potensial menjadi kabupaten 
agropolitan. Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan 
aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan 
sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, 
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kehidupan beragama, kepemudaan, da pemberdayaan pemuda dan kaum 
perempuan) (Indarwanta & Pujiastuti, 2011: 1). 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengetahui pengaruh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa terhadap pemberdayaan 
masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, 
Kabupaten Klaten. Maka penelitian ini diberi judul: “Kontribusi Bank 
Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro  Di Lingkungan 
Pondok Pesantren”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai pilot project OJK merupakan 
sebuah fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di 
Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan 
hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa 
keuangan, LAZ BSM sebagai organisasi pengelola zakat, dan Pondok 
Pesantren sebagai institusi keagamaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi 
masyarkat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.  
Alasan pemilihan pondok pesantren sebagai tempat berdirinya Bank 
Wakaf Mikro karena pondok pesantren merupakan institusi keagamaan yang 
dekat dengan masyarakat. Selain itu usaha mikro menjadi sasaran dari 
penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro dengan harapan dapat 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pondok 
pesantren. 
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Pemilihan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti sebagai 
tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro disebabkan karena disekitar wilayah 
pondok pesantren tersebut tidak sedikit masyarakat yang memiliki 
keterbatasan modal usaha dan belum adanya pendampingan dalam 
mengembangkan usaha yang mereka miliki. 
Selain berdiri sebagai lembaga keuangan syariah yang berfungsi 
menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dengan prinsip syariah 
melalui akad qardh, Bank Wakaf Mikro juga memberikan layanan 
pendampingan usaha kepada nasabah pembiayaan mikro.  
Keberadaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa diharapkan dapat 
memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya pemberdayaan 
masyarakat di sekitar pondok pesantren serta mendorong potensi Kabupaten 
Klaten sebagai kabupaten agropolitan. Keberadaan Bank Wakaf Mirko 
merupakan bentuk nyata dari OJK dalam melawan rentenir dan 
memberdayakan masyarakat melalui pembiyaan produktif.   
Dengan keberadaan Bank Wakaf Mikro di sekitar pondok pesantren 
menarik untuk mengamati pengaruh yang ditumbulkan dari berdirinya 
lembaga keuangan syariah tersebut terhadap pemberdayaan usaha mikro di 
sekitar pondok pesantren melalui pembiayaan mikro dan pendampingan 
usaha yang diberikan. 
 
 
 
8 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian atas keberadaan 
Bank Wakaf Mirko di lingkungan pondok pesantren, yaitu pada 
pemberdayaan usaha mikro melalui pembiayaan mikro dari Bank Wakaf 
Mikro. 
1.4 Rumusan Masalah 
1. Apakah pembiayaan mikro yang diberikan melalui Bank Wakaf Mikro 
berpengaruh terhadap pembedayaan usaha mikro masyarakat di sekitar 
pondok pesantren? 
2. Apakah pendampingan usaha melalui keberadaan Bank Wakaf Mikro 
berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro masyarakat di sekitar 
pondok pesantren? 
1.5 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengatahui pengaruh pembiayaan mikro melalui keberadaan 
Bank Wakaf Mikro berpengaruh terhadap berkembangnya usaha mikro 
masyarakat di sekitar pondok pesantren. 
2. Untuk mengatahui pengaruh pendampingan usaha melalui keberadaan 
Bank Wakaf Mikro berpengaruh terhadap berkembangnya usaha mikro 
masyarakat di sekitar pondok pesantren. 
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoris  
Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan 
ilmu pengetahuan  dengan menambah khazanah penelitian yang 
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membahas mengenai inklusi keuangan dan pembedayaan ekonomi 
masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren yang memiliki 
Bank Wakaf Mikro sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukkan 
bagi peneliti selanjutnya.  
2. Manfaat Praktis 
a. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan 
referensi sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan 
pertimbangan dan acuan dalam mengetahui pengaruh Bank 
Wakaf Mikro terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan 
masyarakat. 
c. Manfaat penelitian bagi dosen pengajar yaitu sebagai bahan 
pertimbangan dalam menyampaikan materi menganai konsep-
konsep keuangan kepada mahasiswa khususnya intergasi antara 
lembaga keuangan syariah dengan pondok pesantren. 
1.7 Hasil Penelitian Yang Relevan 
Tabel 1.1 
Penelitian Yang Relevan 
Judul Peneliti, Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Penelitian 
Peran 
Lembaga 
Mikro Dalam 
Pemberdayaan 
Rofiah (2011), motode 
deskriptif kualitatif 
dengan pendekatan 
fenomenologi, dalam 
BMT Surya Mandiri 
dan KSP Baku 
Makur sama-sama 
menghimpunan 
- 
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Ekonomi 
Masyarakat di 
Kabupaten 
Ponogorogo 
hal ini yang dijadikan 
sampel adalah BMT 
Surya Mandiri dan 
KSP Baku Makmur. 
maupun penyaluran 
dana (pembiayaan) 
dalam rangka 
pemberdayaan 
ekonomi umat. 
Bedanya KSP Baku 
Makmur sudah 
memberikan tahapan 
fasilitator dan 
pendampingan, 
sementara BMT 
Surya Mandiri  masih 
berada pada tahapan 
inisiator 
saja, belum masuk 
pada tahapan 
fasilitator dan 
pendampingan. 
Kedua lembaga 
keuangan tersebut 
secara tidak langsung 
dapat meningkatkan 
pendapatan 
masyarakat dan 
menciptakan 
lapangan kerja. 
Pembiayaan 
Qardh Di 
Bank Syariah 
Mandiri Kota 
Mataram 
Riswandi (2015), 
metode kualitatif 
induktif, dengan 
sampel nasabah yang 
mengajukan 
Pembiayaan qardh 
yang diberikan oleh 
Bank Syariah 
Mandiri Kota 
Mataram 
- 
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pembiayaan qardh di 
Bank Syariah Mandiri 
Kota Mataram.   
memberikan 
pengaruh adanya 
kenaikan pendapatan 
usaha, peningkatan 
pendapatan bersih, 
peningkatan modal, 
peningkatan aset. 
Effectiveness 
of Qard Al-
Hasan 
Financing As 
A Porverty 
Alleviation 
Model 
Widiyanto, 
Mutamimah, dan 
Hendar (2011), 
metode menggunakan 
regresi logistik dengan 
mengambil 84 
responden dari empat 
wiliyah yang berbeda 
meliputi Empat 
wilayah tersebut 
meliputi Kabupaten 
Semarang yang 
dengan sampel 
nasabah BMT Sumber 
Mulia, Kabupaten 
Jepara dengan sampel 
nasabah BMT Al 
Hikmah, Kabupaten 
Kendal dengan sampel 
nasabah BMT 
Bismillah, nasabah 
BMT Ben Barokah, 
nasabah BMT 
Muammalat dan Kota 
Hasil dari penelitian 
tersebut diketahui 
bahwa dalam 
penyaluran 
pembiayaan qardh 
mampu 
meningkatkan 
pendapatan dan laba 
sektor usaha mikro, 
kecil dan menangah, 
selain itu para 
anggota yang ikut 
dalam usaha mikro, 
kecil dan menangah 
tersebut mampu 
mendorong mereka 
untuk membayar 
zakat, membayar 
sedekah, 
menyisihkan uang 
untuk menabung, 
serta peningkatan 
religiusitas. 
Sehingga penyaluran 
Penelitian ini 
memiliki 
keterbatasan 
terutama 
terkait dengan 
jumlah sampel 
yang terbatas 
karena 
terbatasnya 
jumlah peserta 
pembiayaan 
qardh. Itu 
terjadi karena 
jumlah BMT 
yang 
melakukan 
pembiayaan 
qardh untuk 
tujuan 
produktif juga 
masih 
terbatas. Oleh 
karena itu, 
masih 
12 
 
Semarang dengan 
sampel nasabah BMT 
Hudatama. 
pembiayaan qardh 
melalui BMT 
diyakini efektif 
dalam upaya 
pengentasan 
kemiskinan. 
diperlukan 
studi 
mendalam 
terkait dengan 
pembiayaan 
qardh sebagai 
perbandingan. 
 
1.8 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan peneliti 
sebagai instrumen penelitian dan dalam teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan trianggulasi.   
1.9 Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
1.10 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 
dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 
mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penelitian ini 
dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
Bab I  Pendahuluan 
Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, dan jadwal 
penelitian. 
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Bab II Landasan Teori 
Dalam bagian ini, disajikan teori-teori yang mendukung pembahasan 
mengenai pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha 
mikro di lingkungan pondok pesantren. Teori-teori tersebut meliputi 
pembehasan meliputi wakaf, lembaga keuangan, pemberdayaan, 
pembiayaan, pendampingan, dan pondok pesantren. Teori-teori 
tersebut sebagai acuan dalam melakukan analisa. 
Bab III Metode Penelitian 
Dalam bagian ini menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian; 
jenis penelitian; populasi; dan sampel data dan sumber data; teknik 
pengumpulan data; dan teknik analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berisi uraian tentang analisi data penelitian dengan menggunakan teori-
teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. 
Uraian tersebut adalah gambaran penelitian yang berisi pengaruh Bank 
Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan 
pondok pesantren; pengujian dan hasil analisis data. 
Bab V Penutup 
Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini 
menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
Dalam bab ini akan disajikan teori-teori yang mendukung pembahasan 
mengenai pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro  
di lingkungan pondok pesantren. Teori-teori tersebut meliputi pembehasan 
meliputi wakaf, lembaga keuangan, pemberdayaan, pembiayaan, 
pendampingan, dan pondok pesantren. 
2.1.1 Wakaf 
a. Pengertian Wakaf 
Wakaf berasal dari dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti 
menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri (Zuhaili, 
2008: 151). Secara istilah Wakaf berarti adalah sejenis pemberian 
dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian 
menjadikan manfaatnya berlaku umum. Perbuatan menahan disini 
memiliki maksud bahwa barang yang diwakafkan tidak dapat 
diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun 
disewakan. Sementara guna pemanfaatannya ialah menggunakan sesuai 
dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan (Ali, 1988: 94). 
Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 
memberikan pengertian tentang wakaf sebagai suatu perbuatan hukum 
orang yang mewakafkan hartanya (wakif) untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
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selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 
b. Dasar Hukum Wakaf 
 
Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-
laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada 
mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak (Q.S. Al Hadid: 18). 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267) 
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Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya. (Q.S. Ali-Imran: 92). 
c. Rukun dan Syarat Wakaf 
Rukun Wakaf adalah sebagai berikut (Ali, 1988: 84) : 
1. Orang atau lembaga yang berwakaf (waqif), 
2. Harta yang diwakafkan (mauquf) 
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil sebagai 
penerima manfaat (mauquf’alaihi) 
4. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat atau ikrar 
wakaf. 
Syarat Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf, sebagai berikut : 
1. Wakif dapat berasal dari individu perorangan maupun 
lembaga.  
Wakif perorangan harus sudah dewasa, berakal sehat, 
sedang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan 
pemilik harta secara sah atas benda yang hendak 
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diwakafkan. Semantara wakif dari lembaga harus sesuai 
dengan anggaran dasar lembaga. 
2. Nazhir merupakan pengelola dari benda dari harta yang 
sudah diwakafkan dapat berasal dari individu perseorangan 
maupun lembaga baik itu organisasi maupun badan hukum.  
Nazhir perseorangan harus merupakan warga negara 
Indonesia, dewasa, beragama Islam, amanah dalam 
bertuhas, dan tidak sedang menjalani kasus/perbuatan 
hukum. Sementara Nazhir non individu harus memiliki 
struktur kepengurusan dimana organisasi atau badan hukum 
itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan/atau keagamaan Islam, badan hukum itu dibentuk 
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 
di Indonesia.  
Posisi Nazhir dalam wakaf merupakan pihak yang 
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan 
melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan 
tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.    
d. Harta Benda Wakaf 
Tidak semua benda dapat diwakafkan. Benda yang diwakafkan 
adalah benda-benda yang berharga yang memiliki nilai ekonomis serta 
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memiliki daya tahan lama dengan manfaat jangka panjang. Selain itu 
harga benda yang hendak diwakafkan harus harta benda milik sendiri 
serta dikuasai (Abdullah, 2017: 93). 
Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 
harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak.  
Benda bergerak, meliputi : 
1. Uang 
2. Logam 
3. Surat Berharga 
4. Kendaraan 
5. Hak Kekayaan Intelektual 
6. Hak Sewa 
7. Benda Bergerak Lain Sesuai Ketentuan Syariah Dan 
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. 
Benda Tidak Bergerak, Meliputi : 
1. Hak Atas Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Yang Berlaku. 
2. Bangunan Atau Bagian Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah 
3. Tanaman Dan Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah 
4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sesuai Dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. 
5. Benda Tidak Bergerak Lain Sesuai Dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. 
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e. Wakaf Uang 
Wakaf uang merupakan bentuk wakaf dimana uang dalam bentuk 
rupiah sebagai harta benda yang diwakafkan untuk kemudian dikelola 
secara produktif, dimana hasilnya dimanfaatkan untuk penerima 
manfaat. Penerima manfaat tidak boleh secara langsung menerima 
wakaf tunai dimana nazhir harus menginvestasikan terlebih dahulu, 
kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada pemberi 
manfaat. 
2.1.2 Bank dan Lembaga Keuangan 
Dalam suatu perekonomian dibutuhkan suatu lembaga yang dapat 
menunjang kelancaran berputarnya kegiatan ekonomi yang ada di 
masyarakat. Berputarnya kegiatan perekonomian terjadi ketika adanya 
interaksi dari para pelaku ekonomi (invidivu atau organisasi) atas permintaan 
dan penawaran yang kemudian menciptakan produksi, distribusi dan 
konsumsi atas barang dan jasa. Pasar merupakan tempat yang 
mempertemukan antara permintaan dan penawaran (Gilarso, 2004: 109). 
Pasar juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Makna pasar 
tidak sebatas pada tempatnya, tetapi berkaitan dengan kegiatannya (Saraswati 
& Widaningsih, 2008: 87).  
Dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dibutuhkan adanya 
alat tukar yang dapat memperlancar berputarnya kegiatan perekonomian yang 
kemudian dikenal dengan uang (Achmadi, 2007: 47). Uang sebagai alat 
transaksi dalam proses permintaan dan penawaran memiliki pasar sendiri 
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yang disebut sebagai pasar keuangan (financial market). Disinilah peran dari 
lembaga keuangan yang menjadi lembaga perantara antara permintaan dan 
penawaran uang, mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan 
dana dan pihak yang membutuhkan dana (Miskhin, 2008: 4). 
Lembaga Keuangan dapat dibedakan menjadi bank dan lembaga 
keuangan non bank.  Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahu 1990, Lembaga 
Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan 
melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama 
guna membiayai investasi perusahaan (Irsyad, 2010: 5). 
a. Lembaga Keuangan Mikro 
Kelahiran LKM di dunia di latar belakangi oleh sulitnya akses 
keuangan bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pendanaan 
atas usaha yang dijalankan. Menilik lebih dalam lagi, aktivitas 
microfinance dipelopori oleh Bangladesh pada tahun 70’an, suatu 
negara berkembang yang berada di Asia Selatan dimana mayoritas 
penduduknya terjerat dalam kemiskinan. Keuangan mikro tidak muncul 
dari negara-negara yang sudah maju. LKM berkembang di negara-
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negara berkembang yang masyarakatnya memiliki penghasilan yang 
rendah (Armendáriz & Morduch, 2010: 2). 
Latar belakang keberadaan LKM di Indonesia sama halnya 
seperti negara-negera berkembang lainnya yaitu memenuhi kebutuhan 
akses keuangan bagi dunia usaha yang memiliki skala mikro dimana 
memiliki kesulitan dalam pengajuan modal perbankan. Selain itu, LKM 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan 
rendah namun memiliki keinginan untuk memiliki usaha. 
Aturan yang mengatur menganai LKM telah tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 
Mikro yang mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro sebagai 
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa 
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui 
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota 
dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa 
konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari 
keuntungan. 
Dari penjelasan dalam undang-undang tersebut, terdapat 
penekanan bahwa lembaga keuangan mikro dalam aktivitas 
kegiatannya tidak hanya terpaku pada keuntungan (profit oriented). 
Pelayanan yang diberikan oleh LKM memiliki lingkup usaha pada 
kegiatan usaha mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha 
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dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau 
pembiayaan kepada anggota maupun masyarakat. 
 LKM dalam menjalankan lingkup bisnisnya memiliki concern 
terhadap sektor keuangan mikro (microfinance). Keuangan mikro dapat 
didefinisikan sebagai “provision financial service to low-income 
clients, including self-emlployed” yang jika diartikan berarti suatu 
lembaga yang memberikan persediaan (kebutuhan dana) kepada 
nasabah yang memiliki penghasilan rendah dalam hal ini termasuk 
wirausaha (Ledgerwood, 1999: 1). 
Dalam pengertian yang lain, dapat didefinisikan sebagai kegiatan 
sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman 
atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang 
sederhana kepada masyarakat  miskin dan/atau berpenghasilan rendah. 
Bahkan, keuangan mikro juga dapat dinyatakan sebagai jenis pinjaman 
yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha 
menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan 
dunia perbankan (Baskara, 2013: 115). 
Layanan LKM menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM dapat berbadan hukum 
koperasi atau perseroan terbatas. Bentuk lembaga keuangan yang 
mengakomdir sebagai LKM meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank 
Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit 
Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 
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Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), 
Badan Usaha Kredit Pedesaan, (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil 
(BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). 
LKM, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro, LKM berasaskan: (1) Keadilan, (2) 
Kebersamaan, (3) Kemandirian, (4) Kemudahan, (5) Keterbukaan, (6) 
Pemerataan, (7) Keberjanlutan, dan (8) Kedayagunaan dan 
Keberhasilan.  
Keberadaan LKM memiliki tujuan, yaitu (1) meningkatkan akses 
pendanaan skala mikro bagi masyarakat, (2) membantu peningkatan 
pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, (3) membantu 
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  
Kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh LKM, yaitu 
(1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan 
pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan 
dalam usaha berskala mikro kepada anggota dan masyarakat, 
pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi 
pengembangan usaha baik dikelola secara konvensional maupun dalam 
bentuk syariah. (2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau 
imbal basil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
Bagi LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah yang kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro 
Syariah (LKMS) dalama menjalankan kegiatan usaha harus 
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berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga 
dapat mengawasai kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syaraih.  
Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh LKM, yaitu (1) menerima 
simpinan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas 
pembayaran, (2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, (3) 
melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, (4) bertindak 
sebagai penjamin, (5) memberi pinjaman atau pembiayaan kepada 
LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi 
LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, dan (6) 
melakukan usaha di luar kegiatan usaha. 
b. Bank Wakaf Mikro 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga 
keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro 
yang menjadi pilot project OJK dalam upaya meningkatkan inklusi 
keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada 
masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis 
pondok pesantren. 
Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah 
dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan 
memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari 
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pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 
2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.  
Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan 
non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses 
keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program 
pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan 
ketimpangan melalui financial inclusion yang diwujudkan dalam 
inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 
2017: 13). 
Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang 
ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum 
pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 
1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan (Otoritas Jasa 
Keuangan, 2017: 14).  
Melalui pilot project Bank Wakaf Mikro, target pasar yang 
dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang 
memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin 
yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu 
menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak 
melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal 
hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan. 
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Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis 
pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam 
pelaksanaan program yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 10) : 
1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin. 
2. Pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah. 
3. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (Ta’awun) 
4. Kemudahan (Sahl). 
5. Amanah 
6. Keberlanjutan Program 
7. Keberkahan. 
Gambar 2.1.  
Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Syariah 
  
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017 
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Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai 
Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi 
Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang 
memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok 
pesantren berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan 
yang dihimpun oleh LAZ BSM.  
Selain memberikan dukungan modal kepada Bank Wakaf Mikro, 
LAZ BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah Bank 
Wakaf Mikro. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui 
pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah 
tangga, serta pendampingan agama (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 16). 
Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank 
Wakaf Mikro untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di 
lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar 
Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tiap nasabah dengan beban margin 
yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang 
dibebankan guna keperluan operasional. 
Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tangung renteng antar 
anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian 
ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan 
kelompok yang disebut dengan “Kumpi”. Kumpi merupakan singkatan 
dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu 
Kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan 
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dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah 
mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf 
Mikro.  
Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan Halaqah 
Mingguan yang disebut dengan “Halmi”. Halmi merupakan pertemuan 
antar Kumpi (3-5 Kumpi). Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan 
dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi. Halmi dapat dilakukan 
di rumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan 
pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan 
manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.  
Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 
kali Halmi. Dalam Halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan 
atas pembiayaan yang diberikan  oleh Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf 
Mikro sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan 
pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan 
yang diberikan oleh LAZ BSM. 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro 
sebagai bagian dari LKM diawasi oleh OJK koordinasi bersama dengan 
pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.  
Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf 
Mikro, yaitu (1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin 
produktif, (2) pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman 
tentang keuangan syariah, (3) calon pengurus memiliki integritas, 
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akhlak, dan reputasi keuangan yang baik, serta (4) calon pengurus 
memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro 
dan pemberdayaan masyarakat. 
Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan 
suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang 
digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar 
Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar 
Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna Dana abadi dan 
Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan 
pembiayaan kepada nasabah. 
Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) 
merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana 
bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan 
Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional 
Bank Wakaf Mikro.   
Semenatara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar 
Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) terbagi lagi menjadi 
Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid 
pembiayaan dan Rp900.000.000,00.- (sembilan ratus juta rupiah) 
disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang digunakan apabila Bank 
Wakaf Mikro ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana 
Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pertama 
telah tersalurkan kepada nasabah. Selain dana sebesar 
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Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk 
kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro juga 
mendapatkan suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM 
sebesar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna 
kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan, 
dan ijin usaha.    
2.1.3 Pemberdayaan 
Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro yang mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang 
khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan 
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam 
usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Menurut amanat tersebut, 
terdapat kata yang memberikan penekanan adanya pemberdayaan masyarakat 
dalam skala usaha mikro.  
a. Definisi Pemberdayaan 
Asal kata pemberdayaan dalam bahasa inggris adalah 
“empowerment”. Empowerment atau pemberdayaan berasal dara kata 
“power” atau dalam bahasa indonesia adalah “daya” yang artinya 
memberikan kekuatan. Pemberdayaan erat kaitannya dengan 
pembangunanan jika kemudian dikaitkan dengan kemasyarakatan 
dimana manusia sebagai objek yang dituju.  
Menurut Carlzon dan Macauley dalam Wasistiono (1998: 46) 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah 
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membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang 
kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-
keputusannya dan tindakan-tindakannya. 
Dalam pengertian yang lain, Carver dan Clatter dalam Wasistiono 
(1995: 12) mendefinisikan pemberdayaan merupakan “upaya memberi 
keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung 
jawab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada 
tujuan organisasi”. 
Adapun pengertian lain dari pemberdayaan adalah suatu usaha 
untuk membantu klien (objek sasaran) untuk memperoleh daya dalam 
upaya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan 
dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan 
pribadi dan sosial (Pranarka & Moeljarto, 1996: 2).  
Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa 
pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberi atau 
meningkatkan kemampuan (skill) sesorang, kelompok atau masyarakat 
agar mampu keluar dari hambatan. 
b. Pemberdayaan Masyarakat 
Pembedayaan dalam konteks pembangunan tidak hanya 
memberikan fokus kepada individu tetapi juga dalam satuan dan 
lingkup yang lebih besar lagi, dalam hal ini adalah masyarakat. Terlebih 
jika dikaitan dengan kegiatan ekonomi dalam menunjang 
pembangunan.  
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Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat adalah 
upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam 
kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasasmita, 1996: 148). 
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk 
memulihkan atau meningkatkan  kemampuan suatu komunitas untuk 
mampu berbuat sesuai dengan harkat dan  martabat mereka dalam 
melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku  anggota 
masyarakat (Mubarok, 2010: 29).  
Dari pengertian diatas masyarakat memegang peranan untuk 
dapat keluar dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. 
Oleh sebab itu, masyarakat sebagai objek sasaran (people-centered) 
yang melekat guna tercapainya tujuan dari pemberdayaan. Tujuan dari 
pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki 
kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kemiskinan, 
keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan (Ibrahim, 2016: 
256-267). 
c. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Pemberdayaan UMKM harus mampu menumbuhkan 
kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahan. Selain itu mampu 
mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 
berkeadilan. Dalam melaksanakan pengembangan usaha berbasis 
kepada potensi daerah dan potensi pasar. UMKM harus memiliki dan 
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meningkatkan daya saing. Tujuan dari pemberdayaan UKM adalah 
UMKM yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam 
pembangunan daerah. Selain itu mewujudkan struktur perekonomi 
nasional yang berkeadilan dan seimbang (Saiman, 2014: 8). 
d. Teori-Teori Pemberdayaan 
Terdapat tiga aspek teori yang menjadi upaya dalam 
memberdayakan masyarakat (empowering), terdiri dari (Noor, 2011: 
98): 
1. Enabling, yaitu menciptakan potensi masyarakat agar 
dapat berkembang. Hal tersebut didasari bahwa setiap 
masyarakat memiliki potensi untuk berkembang atas 
daya yang dimiliki. Sehingga tidak ada orang atau 
masyarakat tanpa daya. Dengan demikian 
pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun 
daya dengan mendorong, memotivasi dan 
membangkitkan kesadaran akan potensi yang 
dimiliki masyarakat serta upaya untuk 
mengembangkannya. 
2. Empowering, yaitu masyarakat memiliki potensi 
yang dapat diperkuat dengan langkah-langkah yang 
nyata sehingga mendorong masyarakat menjadi 
berkembang dan semakin berdaya. Upaya yang 
paling pokok dalam empowerment ini adalah 
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meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan 
serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan 
ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan keja, 
pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana 
dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan 
kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat 
paling bawah yang keberdayannya sangat kurang. 
3. Protecting, yaitu dengan melindungi serta membela 
kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil 
ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang 
menyangkut masyarakat. 
e. Aspek Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Secara historis, munculnya istilah pemberdayaan dengan 
masyarakat sebagai objek sasaran terjadi pada masa industrialisasi di 
kawasan eropa dimana dalam proses pembangunan muncul tidak 
harmonisnya hubungan antara pemilik faktor produksi (pengusaha) dan 
faktor produksi (buruh/karyawan). Pemilik faktor produksi menikmati 
hasil yang lebih besar daripada hasil yang diterima oleh faktor produksi.  
Dengan keadaan tersebut maka pemilik faktor produksi 
(pengusaha) akan semakin maju dan bertambah kaya sebagai seorang 
penguasa faktor produksi, sementara faktor produksi (buruh/karyawan) 
tidak akan keluar dari penguasaan pemilik faktor produksi untuk tetap 
berada sebagai pekerja. Dari aspek tersebut, pemberdayaan juga 
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muncul dari kesulitan masyarakat untuk mampu keluar dari 
kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. 
Dari segi aspek ekonomi dalam perberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk 
melakukan penguatan dalam berbagai aspek meliputi aspek pemilikan 
faktor-faktor produksi, aspek penguasaan distribusi dan pemasaran, 
aspek dimana masyarakat mendapatkan gaji / upah yang memadai, serta 
kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan 
ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek 
masyarakat sendiri, mapun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000: 3). 
Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi sebagai objek 
sasaran dalam pemberdayaan (Sumidiningrat, 1999) yang dirangkum 
oleh Hutomo (2003: 6) memiliki konsepsi meliputi : 
1. Perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan 
masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian 
mereka sendiri. 
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui 
perubahan struktural dengan merubah dari tataran ekonomi 
tradisional menuju kepada tataran ekonomi yang lebih modern 
sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, 
modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar. 
3. Tataran ekonomi tradisional menuju kepada tataran ekonomi 
yang lebih modern sebagai upaya perubahan struktural meliputi 
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meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; 
(2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) 
pemberdayaan sumberdaya manusia. 
4. Adanya kemitraan yang baik dan erat antara yang lebih maju 
dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Titik berat 
kemitraan lebih dari sekedar upaya untuk peningkatan 
produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan 
hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan. 
5. Dalam pengambilan kebijakan, usaha yang harus dilakukan 
dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian 
peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi 
(khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan 
kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat 
bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan 
kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong 
munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial. 
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan 
akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan 
SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang 
mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. 
Menurut Kurniawan dan Fauziah (2014: 168) dalam Sebstad 
(1999: 2) dalam melihat pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi 
utamnya kepada usaha mikro dapat melalui pendekatan bahwa 
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pemberdayaan merupakan sebuah proses melalui pemberian 
wewewang, mendorong peningkatan partipasi, pemberian kepercayaan 
kepada orang atau kelompok dapat memahami apa yang dikerjakan 
hingga kemudian terjadi peningkatan dalam mencapat tujuan. Melalui 
teori tersebut, maka indikator yang digunakan sebagai parameter dalam 
melihat kontribusi bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan usaha 
mikro  di lingkungan pondok pesantren. 
2.1.4 Pendampingan 
Salah satu dari 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam 
pelaksanaan program lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok 
pesantren adalah adanya pendampingan. Pendampingan adalah suatu proses 
pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien 
dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta 
mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, 
sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan 
(Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4). 
Pendampingan merupakan bagian dari pemberdayaan sebagai suatu 
kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga 
pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator 
(Primahendra, 2001: 5). Pendampingan juga dapat dimaknai sebagai suatu 
bentuk upaya dengan memberikan kemudahan, kepada siapa saja dengan 
tujuan agar permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan (Suherlan, 2004: 
4).   
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a. Pendampingan dalam Filosofi Lima Jari  
Five Finger Philosophy atau Filosofi Lima Jari merupkan sebuah 
istilah yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia yang memiliki maksud 
untuk menunjukkan ada lima peranan penting dalam upaya 
pemberdayaan UMKM yang tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing 
jari menunjukkan peranan dari lima pihak, dengan konsep sebagai 
berikut (Bank Indonesia, 2011):  
1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan 
dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan 
pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan 
menengah serta sebagai Agents of development (agen 
pembangunan). 
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank 
Indonesi yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, 
Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat 
digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang 
kondusif dan sebagai sumber pembiayaan. 
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam 
mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting 
Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin 
kredit. 
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam 
mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu 
39 
 
UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank 
dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan 
UMKM. 
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku 
usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.  
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masing-masing jari 
memiliki makna. Apabila kelima jari mampu untuk digerakkan secara 
bersamaan maka tujaun dari pemberdayaan UMKM dapat terlaksana 
dengan baik.  
2.1.5 Pembiayaan 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan 
yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan 
pemberdayaan masyarakat, dimana pemberian pembiayaan merupkan salah 
satu bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh LKM. 
Pembiayaan dalam lingkup perbankan di Indonesia dapat dibedakan 
menjadi pembiayaan yang berbasis konvensional dan pembiayaan syariah. 
Pembiayaan konvensional berbasis kepada imblan dalam bentuk bunga, 
sementara pembiayaan syariah berbasis pada nilai-nilai syariah dengan 
melarang adanya unsur riba, gharar, dan maisyir. 
Dalam lingkup pembiayaan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, 
menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
pembiayaan terbagi atas transaksi sebagai berikut : 
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a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna. 
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 
transaksi multijasa. 
a.  Definisi Pembiayaan 
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
direncakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Muhammad, 
2005: 17). Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai  penyediaan uang 
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil (Kasmir, 2006: 102). 
b. Pembiayaan Qardh 
Menurut Ascarya (2008 : 42) kata qardh yang dalam bentuk 
bahasa arab yang memilik arti pinjaman atas sebuah transaksi pinjaman 
diadopsi oleh bangsa Romawi sebagai menjadi crade dan bangsa 
Inggris sebagai istilah credit (Inggris). Sebagaimana yang telah 
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tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan 
qardh merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam-
meninjam. 
Pembiayaan qardh merupakan transaksi pinjaman murni tanpa 
bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana 
(dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada 
waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaidah fiqh, pemberi 
pinjaman tidak perkenankan mengambil keutungan sedikitpun atas 
pinjaman yang diberikan kepada peminjam (Mardani, 2015: 55).  
c. Dasar Hukum Qardh 
A. Al-Qur’an 
 
Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 
Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan allah), 
maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak” (Q.S Al-Baqarah : 245). 
 
Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan 
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(balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh 
pahala yang banyak” (QS. Al-Hadiid : 11). 
Melaui firman diatas, Allah menyampaikan kepada 
manusia untuk melakukan amal salih dan memberi infaq fi 
sabilillah melalui harta yang dipinjamkan. Sebagai balasan 
kepada orang yang melakukannya maka Allah akan memberikan 
pembayaran yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang dan 
pemberian pahala yang banyak. 
 
Artinya : “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam 
kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan…” (Q.S Al-
Baqarah : 280). 
Dalam firman Allah yang lain, apabila dalam transaksi 
pinjam-meminjam pihak peminjam belum dapat melaksanakan 
kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, maka Allah 
menyerukan untuk memberi kelapangan untuk dapat memberikan 
tambahan waktu hingga pinjaman yang telah dipinjamkan 
tersebut dapat dikembali oleh peminjam kepada pihak yang 
meminjamkan. 
B. Hadist 
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Artinya : “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang 
yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari). 
 
Artinya : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di 
hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama 
ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim). 
 
Artinya : “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh 
orang mampu adalah suatu kezaliman” (HR. Jama’ah).  
Pinjaman qardh merupakan pinjaman yang digunakan 
untuk membantu sesama muslim yang sedang membutuhkan 
pinjaman. Apabila seorang peminjam telah mampu untuk 
membayarkan hutangnya maka harus segara dibayarkan. Kepada 
pihak yang meminjamkan dananya merupakan bentuk sikap 
menolong kepada sesama.  
d. Rukun dan Syarat Qardh 
Adapun rukun dari qardh adalah sebagai berikut :  
1. Adanya pihak yang meminjamkan pinjaman (muqtaridh). 
2. Adanya pihak yang memberi pinjaman (muqridh). 
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3. Adanya pinjaman sebagai objek akad yaitu pinjaman yang 
dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman 
(dana/qardh). 
4. Adanya ijab qabul (sighah) yaitu adanya perkataan yang 
diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang 
memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya 
izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari 
pihak yang menerima pinjaman. 
e. Aturan Pembiayaan Qardh  
Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN MUI) melalui Fatwa No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qardh 
sebagai acuan bagi lembaga keuanga syariah adalah sebagai berikut : 
A. Ketentuan Umum : 
a. Sumber dana qardh dapat berasal dari modal lembaga keuangan 
syariah, keuntungan yang disisihkan oleh lembaga keuangan 
syariah,  serta adanya lembaga lain yang mempercayakan dana 
kebajikan kepada lembaga keuangan syariah. 
b. Pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan. 
c. Pengembalian dilakukan pada waktu yang telah disepakati 
bersama dan jumlah pengembalian adalah sebesar dengan jumlah 
pokok pinjaman. Apabila nasabah mengembalikan lebih sifatnya 
adalah sukarela. Dan apabila tidak dapat mengembalikan 
pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama 
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maka dapat diperpanjang janka waktu bahkan dapat dihapuskan 
sebagian atau seluruh pinjaman yang telah diberikan.  
d. Nasabah dapat dibebankan biaya administrasi, sehingga biaya 
administrasi bukan merupakan bentuk atas tambahan dari pokok 
pinjaman yang telah diberikan. 
e. Dimungkinkan adanya jaminan apabila dipandang perlu. 
B. Sanksi : 
a. Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah yang tidak memiliki 
itikad baik untuk mengembalikan besaran dana yang telah 
dipinjam sepanjang bukan atas ketidakmampuannya dalam 
mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjam. 
b. Penyelesaian sengketa pembiayaan qardh dapat diselesaikan 
melalui Badan Arbritase Syariah apabila antara lembaga 
keuangan syariah dan nasabah tidak menemui kesepakatan 
melalui musyawarah.  
f.  Skema Pembiayaan Qardh 
Gambar 2.2.  
Skema Pembiayaan Qardh 
 
Sumber : Huda & Heykal, 2010: 65 
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Dalam pembiayaan qardh, setelah nasabah sepakat menggunakan akad 
qardh maka awalnya lembaga keuangan syariah memberikan dana modal 
kepada nasabah untuk menjalankan kegiatan usaha, sementara nasabah 
menggunakan tenaganya untuk mengerjakan kegiatan usaha. Keuntungan 
dari kegiatan usaha nasabah akan menjadi keuntungan bagi nasabah dan 
modal yang telah diberikan diawal dikembalikan oleh nasabah kepada 
lembaga keuangan syariah (Huda & Heykal, 2010: 65).   
2.1.6 Pondok Pesantren 
Pondok pesantren merupakan tempat dimana Bank Wakaf Mikro 
berdiri dan berkantor dengan melayani nasabah yang mengajukan 
pembiayaan mikro. Konsep Bank Wakaf Mikro dengan melibatkan pesantren 
dalam memberikan akses keuangan dan ikut mempengaruhi perekonomian 
merupakan kebaruan dan inovasi dalam pengembangan keuangan syariah di 
Indonesia. 
a.  Pengertian Pondok Pesantren 
Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan tertua di 
Indonesia. Pesantren berasal dari kata “santri” yang artinya orang baik. 
Adapun tambahan tambahan “pe”-“tren”menujukan tempat. Pesantren 
sebagai institusi kelembagaan tertua di Indonesia merupakan tempat 
berkumpulnya orang-orang baik (Zarkasy, 2003: 87). 
Menurut Arifin (1995: 240) pesantren adalah suatu lembaga 
pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat 
sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan 
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agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya 
berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (leadership) seorang 
atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik 
serta independen dalam segala hal. 
b. Pondok Pesantren dan Ekonomi Umat 
Pondok pesantren mengemban peran ditengah-tengah masyarakat 
sebagai institusi pendidikan yang memberikan pembelajaran mengenai 
nilai-nilai keagamaan. Pondok pesantren memiliki pengaruh terhadap 
lingkungan masyarkat yang ada disekitarnya. Pondok pesantren 
memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pengembangan 
agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi 
(Daniar, 2013: 205).  
Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa 
pondok pesantren tidak hanya sebatas sebagai suatu institusi pendidikan 
dan institusi keagamaan, namun pondok pesantren juga dapat 
mempengaruhi lingkungan masyarakat disekitarnya termasuk dalam 
mendorong kemajuan dari aktivitas perekonomian. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Pada Bab III akan dijelaskan menganai  waktu penelitian dan wilayah 
penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, 
data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian  
Dalam penelitian ini waktu yang digunakan dari penyusunan proposal 
hingga terlaksananya laporan penelitian yaitu selama 7 bulan dari bulan April 
2018 sampai bulan Januari tahun 2019. Peneliti melakukan penelitian kepada 
nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Pansa yang berada di wilayah Pondok 
Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Dusun Sumberejo, Kelurahan Troso, 
Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 
3.2 Jenis Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Metode kulitatif adalah metode penelitian dengan melalukan analisis serta 
intepretasi teks dan hasil interview dengan maksud untuk menemukan makna 
dari suatu fenomena (Sugiyono, 2017: 3).    
Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk mengetahui 
fenomena keberadaan Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha 
mikro di lingkungan pondok pesantren studi kasus Pondok Pesantren Al-
Muttaqin Pancasila Sakti. 
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3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-
individu yang karakteristiknya hendak diteliti (Kuntjojo, 2009: 36). Populasi 
merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011: 80). 
Dengan demikian, populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Wakaf 
Mikro Al-Pansa dengan berjumlah 40 orang yang mengambil pembiayaan 
qardh dalam masa periode tiga bulan pertama setelah Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa berdiri (periode November 2017-Desember 2017) dimana nasabah 
tersebut merupakan pelaku usaha mikro di lingkungan Pondok Pesantren Al-
Muttaqin Pancasila Sakti, Dusun Sumberejo, Kelurahan Troso, Kecamatan 
Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.  
3.3.2 Sampel 
Menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil dari 
populasi. Menurut Mardalis (2009: 55) sampel merupakan sebagian dari 
seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, sampel 
merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai wakil dari keseluruhan.  
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu pegambilan sampel menurut 
maksud tertentu. Dalam purposive sampling pemilihan sampel bertitik tolak 
pada pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-
benar representatif (Sudaryono, 2017: 175).  
Dalam penelitian ini besaran sampel yang digunakan sebanyak 8 
nasabah yang merupakan para ketua kumpi. dari total sebesar 40 nasabah 
yang mengajukan pembiayaan qardh dalam periode November 2017-Januari 
2018. 
3.4 Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer mengacu 
pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama (Sekaran, 2011: 76). Data 
primer dicari melalui responden, yaitu orang yang kita jadikan objek 
penelitian atau orang yang kita jadikan objek penelitian sebagai saran untuk 
mendapatkan informasi atau data (Sarwono, 2006: 129). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini merupakan sampel dari responden 
yang merupakan ketua kelompok yang berjumlah 8 orang yang selanjutnya 
diberi kode nasabah dengan huruf. Selain itu dalam penelitian ini juga 
menambahkan subjek penelitian yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan serta 
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pengurus Bank Wakaf yang terdiri dari Manajer, Sekretaris Administrasi, 
Bendahara dan Supervisior yang kemudian akan diberikan kode pengurus 
dengan angka. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, diperlukan cara atau teknik yang dapat 
digunakan unuk menghimpun data dalam rangka pengumpulan data. Dalam 
penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan trianggulasi. 
Peneliti menggunakan ketiga teknik tersebut kepada responden sebagai 
sumber data primer dengan responden yaitu nasabah Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa yang berada di wilayah Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, 
Dusun Sumberejo, Kelurahan Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten 
Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 
3.5.1 Observasi 
Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi 
partisipan, yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian 
yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini 
maka data yang diperoleh lebih lengkap, dan tajam (Sugiyono, 2017: 106).  
3.5.2 Wawancara 
Teknik pengumpulan data yang kedua menggunakan wawancara. 
Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualtitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara memiliki beberapa macam, namun dalam 
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penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni 
setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama (Sugiyono, 2017: 115).  
3.5.3 Trianggulasi 
Teknik pengumpulan data yang ketiga menggunakan trianggulasi, 
yakni teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada (Sugiyono, 2017: 125).  
3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam analisis data kualitatif terdapat 4 tahapan yang dilakukan, yaitu 
(Patlima, 2016: 95):  
1. Transkripsi yaitu mencatat hasil wawancara dan diskusi yang 
telah direkam dari informan yang kemudian ditransfer dalam 
bentuk tulisan. 
2. Pengorganisasian data yaitu menendai data dari setiap informan 
untuk kemudian diberikan kode tertentu.   
3. Pengenalan yaitu pengecekan kembali atas data yang telah 
terkumpul baik berupa rekaman hasil wawancara serta catatan 
lapangan.  
4. Koding yaitu menyesuikan hasil wawancara yang telah 
ditranskirpsikan yang kemudian disesuaikan dengan acuan 
kerangka teori (grounded theory).  
Dalam penelitian ini, analisis data yang dipergunakan menggunakan 
analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data 
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(data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) 
dan kesimpulan (conclusion). 
Gambar 3.1 
Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman 
 
Sumber : Sugiyono, 2017: 135 
Empat tahapan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu 
(Sugiyono, 2017: 135):  
1. Pengumpulan data (data collection), yaitu dengan observasi, 
wawancara dan triangulasi. 
2. Reduksi data (data reduction), yaitu merangkum hasil 
pengumpulan data dan memilih serta memiliah hal-hal pokok 
yang sesuai dengan pembahasan penelitian.  
3. Penyajian data (data display), yaitu dengan menyajikan hasil data 
yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. 
Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat 
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diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga 
diharapkan dapat lebih mudah dipahami.  
4. Penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion and 
verification) merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis 
data. Kesimpulan sementara yang dikemukakan diawal masih 
bersifat sementara dan memungkinkan berubah setelah 
ditemukan  bukti-bukti baru. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Profil Pondok Pesantren Pancasila Sakti 
Pondok Pesantren Al-Muttaqin terletak di Dusun Sumberejo, 
Kelurahan Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa 
Tengah. Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti didirikan oleh K.H. 
Moeslim Rifa'i Imam Puro atau yang lebih di kenal dengan nama Mbah Liem 
pada tahun 1979. Pendirian pondok pesantren bertujuan untuk syiar dakwah 
Islam yang pada saat itu di sekitar daerah Pondok Pesantren Al-Muttaqin 
Pancasila Sakti merupakan daerah yang minim akan pemahaman terhadap 
ajaran Agama Islam dan Negara. Saat ini Pondok Pesantren Al-Muttaqin 
Pancasila Sakti kurang lebih memiliki 500 santri. Dalam pengelolaannya, 
Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti berada di bawah Yayasan 
Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti dengan K.H. Saifuddin Zuhri 
sebagai ketua yayasan tersebut.  
Sebagai yayasan yang memiliki concern terhadap dunia pendidikan 
utamanya pendidikan keagamaan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Muttaqin 
Pancasila Sakti memiliki 5 unit lembaga pendidikan yaitu (1) Pondok 
Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, (2) Madrasah Aliyah Al-Muttaqin 
Pancasila Sakti, (3) Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pancasila Sakti, (4) 
Roudlatul Athfal Al-Muttaqin Pancasila Sakti, (5) Tahfidzul Qur’an Al-
Muttaqin Pancasila Sakti. 
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Dalam jangka waktu satu tahun terakhir Pondok Pesantren Al-Muttaqin 
Pancasila Sakti berperan secara aktif dengan ikut serta dalam mendorong 
inklusi keuangan di sekitar masyarakat pondok pesantren ditandai dengan 
berdirinya Bank Wakaf Mikro Al-Pansa dan Layanan Keuangan Tanpa 
Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) bekerja sama 
dengan Bank Arta Graha.    
4.1.2 Profil Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti atau 
dapat disebut dengan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa terletak Pondok Pesantren 
Al-Muttaqin Pancasila Sakti yang lokasinya berada di Dusun Sumberejo, 
Kelurahan Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa 
Tengah. 
Lokasi Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berada tidak jauh dari Jalan Raya 
Jogja-Solo yang melintasi daerah Kecamatan Karanganom dan  berjarak 10,7 
kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Klaten dengan menempuh 
waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan bermotor.  
Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berdiri pada 2 November 2017 dan 
berbadan hukum dalam bentuk koperasi, namun pelaksanaan operasionalnya 
sebagai lembaga keuangan non bank syariah berada dibawah pengawasan 
OJK. Hal tersebut sesuai dengan pedoman Undang-Undang  Nomer 1 Tahun 
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 
Bank Wakaf Mikro Al-Pansa merupakan lembaga keuangan mikro 
yang merupakan hasil kejasama antara OJK dengan Yayasan Pondok 
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Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti. Awal mula rencana pendirian Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa diawali dari kedatangan Ketua Dewan Komisioner 
OJK Wimboh Santoso pada 5 Agustus 2017 dalam suatu acara yang digelar 
oleh Pondok Pesantren Al-Pansa.  
Dalam kesempatan tersebut, OJK berencana menjadikan Pondok 
Pesantren Al-Muttaquen Pancasila Sakti sebagai pilot project untuk 
pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis pondok pesantren.   
Dalam sturktur organisasinya, Bank Wakaf Mikro Al-Pansa terdiri dari 
lima orang pengurus, terdiri dari Manajer yaitu Bapak Khoiri Fatkhullah, 
Sekretaris yaitu Bapak Januar, Bendahara Ibu HJ. Heni Krisnawati, dan 
Supervisior yaitu Sdr. Fadhil dan Bapak Sugiyarto. Kelima pengurus Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa juga merupakan pengurus Pondok Pesanten Al-
Muttaqin Pancasila Sakti. Saat ini, Bank Wakaf Mikro Al-Pansa memiliki 380 
nasabah yang merupakan warga masyarkat yang ada di sekitar Pondok 
Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti dengan radius 5 kilometer. 
4.1.3 Profil Ketua Kumpi 
Berikut pemaparan dari profil dan karakteristik ketua kumpi yang 
merupakan nasabah dari Bank Wakaf Mikro dan diantara dari mereka serta 
merupakan responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran menganai 
data yang telah diambil yang dikumpulkan dari hasil wawancara. 
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a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan jenis kelamin : 
Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Ketua Kumpi 
No JenisKelamin Banyaknya Prosentase 
1. Laki-laki 4 Orang 50 
2. Perempuan 4 Orang 50 
 Jumlah 8 Orang 100 
Sumber Data : Data Primer Diolah, 2018  
Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa dari 8 ketua 
kelompok, terdapat 4 orang ketua kelompok berjenis kelamin laki-laki atau 
merupakan 50% dari 8 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan 
sementara terdapat 4 orang ketua kelompok berjenis kelamin perempuan atau 
merupakan 50% dari 8 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan. 
b. Karakteristik Berdasarkan Usia 
Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan usia : 
Tabel 4.2 
Usia Ketua Kumpi 
No Usia Banyaknya Prosentase 
1 < 20 tahun - - 
2 20-29 tahun - - 
3 30-39 tahun 3 Orang 37.5 
4 40-50 tahun 3 Orang 37.5 
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5 > 50 tahun 2 Orang 25 
 Jumlah 8 Orang 100 
Sumber Data : Data Primer Diolah, 2018 
Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa dari 8 orang ketua 
kelompok, terdapat 3 orang ketua kelompok yang mengajukan pembiayaan 
pada rentang umur 30 sampai 39 tahun (30-39 tahun) yang merupakan 37,5% 
dari 8 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan, selain itu dalam 
rentang umur 40 sampai 49 tahun (40-49 tahun) juga 3 orang ketua kelompok 
yang mewakili 37,5% dari total responden dalam pengamatan lapangan, 
sementara terdapat 2 orang ketua kelompok yang mengajukan pembiayaan 
pada rentang umur lebih dari 50 tahun (>50 tahun) atau merupakan 25% dari 
8 orang ketua kelompok dalam pengamatan lapangan. 
c. Karakteristik Pendidikan Terakhir 
Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan pendidikan terakhir : 
Tabel 4.3 
Pendidikan Terakhir Ketua Kumpi 
No PendidikanTerakhir Banyaknya Prosentase 
1 Tidak Sekolah - - 
2 SD/MI - - 
3 SMP/MTs 2 Orang 25 
4 SMA/MA 2 Orang 25 
5 Diploma dan Sarjana 4 Orang 50 
6 Magister - - 
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7 Doktoral - - 
 Jumlah 8 Orang 100 
Sumber Data : Data Primer Diolah, 2018 
Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa dari 8 orang ketua 
kelompok, tidak terdapat ketua kelompok yang tidak mengenyam pendidikan 
(tidak sekolah). Terdapat 2 orang ketua kelompok dengan pendidikan terakhir 
Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau 
mewakili 25% dari 8 orang ketua kelompok, 2 orang ketua kelompok dengan 
pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah 
(SMA/MA) atau mewakili 25% dari 8 orang ketua kelompok, dan 4 orang 
ketua kelompok dengan pendidikan terakhir Diploma/Sarjana atau mewakili 
50% dari 8 orang ketua kelompok. Selain itu, dari hasil data yang telah 
terhimpun tidak terdapat nasabah dengan tingkat pendidikan terakhir 
Magister dan Doktoral.  
d. Karakteristik Jenis Usaha 
Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan jenis usaha: 
Tabel 4.4 
Jenis Usaha Ketua Kumpi 
No Jenis Usaha Banyaknya Prosentase 
1 Makanan Ringan 1 12,5 
2 Warung Makan 2 25 
3 Pedagang Sayuran 1 12,5 
4 Pedagang Hewan 1 12,5 
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5 Sablon 1 12,5 
6 Jasa Cuci Pakaian 1 12,5 
7 Depot Bahan Bakar Eceran 1 12,5 
 Jumlah 8 Orang 100 
Sumber Data : Data Primer Diolah, 2018 
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa dari 8 orang ketua kelompok 
masing-masing memiliki jenis usaha yang beragam. Jenis Usaha Makanan 
Ringan, Pedagang Sayuran, Pedagang Hewan, Pedagang Sembako, Jasa Cuci 
Pakaian, dan Depot Bahan Bakar Eceran masing-masing 1 orang ketua 
kelompok untuk tiap jenis usaha dimana masing-masing mewakili 12,5% dari 
8 orang ketua kelompok. Sementara ada 2 orang ketua kelompok yang 
memiliki jenis usaha yang sama yaitu Warung Makan atau merepresentasikan 
25% dari 8 orang ketua kelompok.  
e. Karakteristik Jangka Waktu Pembiayaan 
Berikut karakteristik Ketua Kumpi Berdasarkan jangka waktu pembiayaan: 
Tabel 4.5 
Jangka Waktu Pembiayaan Ketua Kumpi 
No JangkaWaktuPembiayaan Banyaknya Prosentase 
1 12 Bulan 8 Orang 100 
2 24 Bulan - - 
3 36 Bulan - - 
4 48 Bulan - - 
 Jumlah 8 Orang 100 
Sumber Data : Data Primer Diolah, 2018 
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Dari pengamatan lapangan diketahui bahwa seluruh ketua kelompok 
mengajukan pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan.   
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Karakteristik Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti 
diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa bukan merupakan lembaga 
perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan lembaga 
keuangan non bank dimana Bank Wakaf Mikro Al-Pansa hanya menyalurkan 
pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun 
dana dari masyarakat dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan 
oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa menggunakan akad qardh. 
 “...Bank Wakaf Mikro ini bukanlah seperti perbankan pada umumnya, 
dimana kita disini tidak menyimpan dana tetapi hanya menyalurkan 
dana dari LAZ Bank Syariah Mandiri yang berasal dari donatur..”  
“..Untuk produk pembiayaan kita disini saat ini hanya menggunakan 
akad qardh..” (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2018). 
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro 
sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan 
Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa hanya menyalurkan 
pembiayaan (financing) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan 
pengumpulan dana (funding) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 17).  
Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa mengunakan sistem tanggung renteng dengan mekanisme penyaluran 
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pembiaayaan dengan sistem berkelompok. Besaran pembiayaan yang 
diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa kepada nasabah adalah sebesar 
Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) untuk 50 kali angsuran per minggu 
dengan besaran angsuran yang harus dikeluarkan oleh nasabah sebesar 
Rp20.600,00.- (dua puluh ribu enam ratus rupiah) yang merupakan biaya 
administrasi.  
“...Jadi kita di Bank Wakaf Mikro ini sistem penyalurannya 
berkelompok mas. Jadi bagi yang hendak mengajukan pembiayaan di 
Bank Wakaf Mikro ini harus memiliki kelompok terlebih dahulu...” 
“...Jadi dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok itu 
sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah)...” 
“...Di Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem tanggung renteng mas, 
artinya jika ada anggota kelompok yang belum dapat membayar 
angsuran pada saat pelaksanaan Halmi maka kemudian anggota yang 
lain membantu dengan cara menanggung sebesar cicilan yang belum 
terbayarkan tersebut...”. (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 
2018). 
“...Bank Wakaf Mikro Al-Pansa menyalurkan dana Rp1.000.000,00,- 
(satu juta rupiah) kepada nasabah per individu. Nah, untuk cicilan itu 
nanti sebesar Rp20.600 tiap minggu yang angsur selama 50 kali 
sebagai biaya administrasi mas...” (Pengurus 4 Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa, 11 Desember 2018). 
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Apa yang disampaikan oleh Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro sesuai 
dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank 
Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa menyalurkan pembiayaan 
dengan beban administrasi ekuivalen 3% per tahun (Otoritas Jasa Keuangan, 
2017: 17). 
Sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa adalah masyarakat 
miskin potensial produktif disekitar pesantren dengan maskimal radius 
jangakuan yakni 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berdiri. 
“...Radius kurang lebih 5 kilometer dari sini. Kita menyasarnya kepada 
masyarakat yang  memiliki potensi untuk mengembakan usahanya 
untuk usaha berskala mikro” (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 
Desember 2018). 
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Manajer Bank Wakaf Mikro 
tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam kriteria 
sasaran program Bank Wakaf Mikro bahwa segmentasi nasabah penerima 
pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa adalah masyarakat yang memiliki 
potensi usaha dengan radius 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro 
bertempat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 12). 
Selain menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dari hasil 
pengamatan selama peneliti berada di lapangan, Bank Wakaf Mirko Al-Pansa 
juga melakukan pendampingan kepada nasabah yang dilakukan melalui 
Pelatihan Wajib (PWK) Kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan Halmi. 
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“...Jadi untuk pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa ada PWK, PWK itu Pelatihan Wajib Kelompok sama Halmi tadi 
Halaqah Mingguan...”. (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 
2018). 
Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro 
tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam 
karakteristik Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa  
memberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha 
(Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 16). 
Berikut skema operasional BankWakaf Mikro Al-Pansa : 
Gambar 4.1 
Skema Operasional Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
 
Sumber: Data Hasil Wawancara, 2018 
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4.2.2 Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
Sumber dana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah Bank Wakaf 
Mikro Al-Pansa berasal dari LAZ BSM dimana tersebut merupakan hibah 
dari para donatur. Besaran dana dari LAZ BSM yang diberikan kepada Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah). 
Besaran dana tersebut tersimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Klaten. 
Dana  sebesar Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tidak 
seluruhnya dipergunakan untuk pembiayaan. Dana sebesar 
Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar 
Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna Dana Abadi dan 
Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna Dana Pembiayaan 
pembiayaan kepada nasabah. 
Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) 
merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil 
dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro 
yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro.   
“...Jadi gini mas, dana Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) itu 
disimpan di deposito Bank Syariah Mandiri, nah dari dana tersebut 
nilai imbal hasil tersebut sebagai pendapatan untuk Bank Wakaf untuk 
kemudian digunakan untuk membiayai operasional Bank Wakaf 
Mikro...” (Pengurus 2 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 13 Desember 
2018) 
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Semenatara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar 
Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) terbagi lagi menjadi 
Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan 
Rp900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyet 
deposito yang digunakan apabila Bank Wakaf Mikro ingin menyuntikkan 
dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000 (seratus juta) sebagai dana 
likuid pertama telah tersalurkan kepada nasabah.  
“...Sisa uang tersebut (Rp.1000.000.000,00.-) untuk dana pembiayaan, 
itu tersimpan di deposito dengan jumlah bilyet ada sembilan. Tiap 
bilyet berisi Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) sebagai 
cadangan simpanan dana penyaluran pembiayaan. Sisa yang 
Rp100.000.000,00.- bisa langsung dicairkan kepada nasabah. Jadi 
kalo sudah 20 kelompok nanti kita cairkan lagi...” (Pengurus 2 Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa, 13 Desember 2018). 
Selain dana sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang 
digunakan untuk kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro juga 
mendapatkan suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM sebesar 
Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna kebutuhan 
pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan, dan ijin usaha.  
“...Jadi untuk pendirian Bank Wakaf Mikro dari LAZ Bank Syariah 
Mandiri memberikan dana sekitar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) untuk sarana dan prasarana..” (Pengurus 1 Bank 
Wakaf Mikro, 5 Desember 2018). 
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Gambar 4.2  
Skema Aliran Dana Bank Wakaf Mikro 
 
Sumber : Data Hasil Wawancara, 2018 
Pencairan dana yang berasal dari LAZ BSM hanya dapat dicairkan 
dengan mengajukan permohonan pencairan deposito ke tabungan lembaga 
kepada LAZ BSM setelah berkas dokumen pengajuan pembiayaan calon 
nasabah sudah tidak ada yang kurang dan dilaporkan ke OJK.  
“...Kalo memenuhi persyaratan nanti berkas-berkasnya yang dari saya 
ini saya acc terus diberikan ke bagian admisitrasi sama bendahara...” 
(Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019).. 
“...Jadi nanti kalo dari Supervisior memberikan acc dari berkas 
permohonan terus di crosscheck sama bagian administrasi dan saya, 
baru kemudian kita cairkan dananya. Data pemohon tersebut setelah 
semua clear kita kirim ke OJK untuk kemudian ditindaklanjuti oleh LAZ 
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Bank Mandiri Syariah...” (Pengurus 2 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 13 
Desember 2018). 
Dana yang telah cair kemudian disimpan di tabungan atas nama Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa. Dana tersebut dikelola oleh Bendahara Bank Wakaf 
Mikro Al-Pansa. Untuk dapat mencairkan dana pembiayaan tersebut harus 
bersama manajer, bendahara, dan bagian administrasi. 
“...Dananya yang mencairkan nanti manager, saya, sama bagian 
administrasi ke Bank Mandiri Syariah Klaten. Kemudian uangnya akan 
tersimpan di rekening atas nama Bank Wakaf Mikro di Bank Syariah 
Mandiri...” (Pengurus 2 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 13 Desember 
2018). 
4.2.3 Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan tidak asal 
memberikan kepada calon nasabah meskipun tidak ada agunan yang menjadi 
jaminan dalam mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. Ada 
tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah.  
Hal yang paling utama dalam pengajuan pembiayaan di Bank Wakaf 
Mikro adalah calon nasabah paling tidak harus membentuk kelompok dengan 
anggota 5 orang dan kuota satu kali tahap pecairan harus mampu mencapai 
20 orang. Sehingga paling tidak satu angkatan pencairan harus mencapai 4 
kelompok. 
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Gambar 4.3 
Skema Alur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro 
 
Sumber : Data Hasil Wawancara, 2018  
Pada gambar 4.1 telah dijelaskan mengenai skema operasional sebagai 
gambaran umum Bank Wakaf Mikro Al-Pansa.. Tahapan pertama yang 
dilalui calon nasabah adalah dengan mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) milik sendiri dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga 
(KK). Kemudian, Bank Wakaf Mikro akan melakukan uji kelayakan dimana 
supervisior mendatangi tempat tinggal calon nasabah.  
“...Pertama ya mas, itu fotokopi KTP calon nasabah sama fotokopi 
Kartu Keluarga masing-masing satu lembar dikumpulkan..” (Pengurus 
3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019). 
Apa yang disampaikan oleh Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
terkonfirmasi juga oleh responden terkait persyaratan yang harus 
dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah. 
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“...Mudah sekali mas, hanya membawa kartu KTP dan KK sudah bisa 
cair pembiayaannya...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, selaku Ketua 
Kumpi B, 19 Desember 2018). 
Selanjutnya, para calon nasabah akan di kumpulkan di rumah salah satu 
calon nasabah bersama dengan kelompoknya untuk mengisi formulir uji 
kelayakan yang telah disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. Isi dari 
formulir tersebut meliputi data diri, data anggota keluarga, indeks tempat 
tinggal, data pendapatan calon nasabah, data kepemilikan aset, riwayat 
hutang, serta ijin dari pasangan. 
“..Habis itu nanti mengisi formulir ini mas (formulir uji kelayakan)..” 
(Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019). 
Apa yang disampakan oleh Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
terkonfirmasi juga oleh responden bahwa ada formulir yang dipergunakan 
untuk mengetahui identitas nasabah. 
“...Awalnya disuruh ngumpulin fotokopi KTP sama KK. Setelah itu 
ngisi formulir buat Bank Wakaf, jarak semingguan setelah ngumpulin 
KTP, KK sama formulir dikumpulkan mas yang daftar ikut pinjeman 
Bank Wakaf di aula pondok...”. (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 
21 Desember 2018). 
Setelah mengisi dan mengumpulkan formulir uji kelayakan, berselang 
sekitar satu minggu calon nasabah kemudian diundang untuk mengikuti 
Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari. PWK dapat dilaksanakan 
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di rumah salah satu calon nasabah maupun di Pondok Pesantren Al-Muttaqin 
Pacasila Sakti.  
“...jadi PWK dilaksanakan ketika masih menjadi calon nasabah. Itu 
lima hari mas, sehari satu jam” (Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa, 11 Januari 2019). 
Apa yang disampaikan oleh Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
terkonfirmasi juga oleh responden terkait kegiatan PWK. 
“....jarak semingguan setelah ngumpulin KTP, KK sama formulir 
dikumpulkan mas yang daftar ikut pinjeman Bank Wakaf di aula 
pondok...”. (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018). 
“...Waktu itu saya ke pondok mengumpulkan persyaratan pengajuan 
pembiayaan itu mas, kemudian seminggu setelahnya ada PWK...” 
(Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 
2018). 
Pada hari pertama materi yang disampaikan meliputi :  
1. Calon nasabah mendapatkan materi mengenai lembaga Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa;  
2. Calon nasabah saling mengenal dengan anggota kelompoknya; 
3. Pembacaan ikrar.  
Pada hari kedua materi yang disampaikan meliputi :  
1. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban anggota;  
2. Bekerja dengan kerja keras dan kerja cerdas;  
3. Kerjasama.  
73 
 
Pada hari ketiga materi yang disampaikan meliputi :  
1. Prosedur pembiayaan;  
2. Tata cara pembayaran angsuran,  
3. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan.  
Pada hari keempat materi yang disampaikan meliputi :  
1. Penentuan nama kelompok dari kumpi.  
2. Pembahasan seputar halmi.  
Pada hari kelima materi yang disampaikan meliputi :  
1. Pengesahan kumpi. 
“...Tiap hari materinya beda-beda. Hari pertama pengenalan bank 
wakaf mikro itu seperti apa, kemudian ada perkenalan supaya nasabah 
saling mengenal dengan anggota kelompoknya sama ada pembacaan 
ikrar supaya benar-benar meyakinkan mereka dengan niat yang 
sungguh-sungguh. Nah kalo hari kedua itu materinya ada hak dan 
kewajiban nasabah ketika menjadi anggota, materi tenang bekerja 
dengan kerja keras dan kerja cerdas, sama materi tentang kerjasama. 
PWK hari ketiga itu tentang prosedur pembiayaan sama akad yang 
dipakai di Bank Wakaf Mikro sama sekaligus tata cara pembayaran 
angsuran jadi biar pada paham, PWK ke-empat itu bahas nama 
kelompok buat kumpi sama nanti dibahas juga soal halmi. Hari 
terakhrinya pengesahan kumpi..” (Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa, 11 Januari 2019). 
74 
 
Setelah PWK berakhir maka calon nasabah tinggal menunggu 
pencariran dana dari Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. Berdasarkan wawancara 
yang telah peneliti lakukan, selang waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan 
uang sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) kepada calon nasabah 
sekitar satu minggu hari kerja. Pencairan dana pembiayaan dilakukan pada 
saat dilaksanakan Halmi pertama sampai ketiga.    
“...Pencairannya dana pembiayaan itu bukan pas di  akhir PWK tapi 
pas di Halaqah Mingguan mas. Selang waktu seminggu hari kerja...” 
(Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019). 
Apa yang disampaikan oleh Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
terkonfirmasi oleh responden bahwa pencairan pada saat Halmi dengan 
selang waktu satu minggu kemudian setelah PWK.  
“...Ya pertemuan-pertemuan itu, pertemuan lima kali, kemudian cair. 
Dari PWK. Kemudian bikin kelompok dengan selang waktu seminggu, 
lima hari.Pas setelah PWK selang seminggu berikutnya ada pertemuan 
lagi namanya Halmi...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 
Desember 2018). 
Bank Wakaf Mikro Al-Pansa hanya memiliki satu produk dalam 
menjalankan operasionalnya yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan yang 
diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta 
rupiah) untuk setiap nasabah yang disalurakan dalam bentuk tunai dengan 
akad qardh dan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 
3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional.  
75 
 
“Untuk produk pembiayaan kita disini saat ini hanya menggunakan 
akad qardh...”. (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2018). 
“...Akad pembiayaan ini pakai qardh mas...”. (Pengurus 3 Bank Wakaf 
Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019). 
“...Jadi dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok itu 
sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah)...”. (Pengurus 1 Bank 
Wakaf Mikro, 5 Desember 2018). 
“...Setahun Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) mas dengan beban 
administrasi 3% setahun. 3% persen itu bukan bunga lho mas, tapi ya 
buat administrasi operasional Bank Wakaf...” (Pengurus 3 Bank Wakaf 
Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019). 
Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah 
tidak memerlukan jaminan. Tujuan Bank Wakaf Mikro menyalurkan 
pembiayaan mirko adalah upaya memberdayakan masyarakat di lingkungan 
sekitar pondok pesantren.  
“...Karena kan memang tujuan dari program ini seperti yang 
diharapkan oleh OJK dan pemerintah adalah memberdayakan ekonomi 
warga disekitar pondok pesantren...” (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 
5 Desember 2018). 
Apa yang disampaikan oleh Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro 
terkonfirmasi bahwa memang tujuan OJK dalam program inklusi keuangan 
berbasis pondok pesantren melalui Bank Wakaf Mikro adalah untuk 
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meningkatkan akses keuangan serta memberdayakan masyarakat disekitar 
pondok pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 15) 
Penyaluran pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro melalui kelompok 
yang disebut “Kumpi”. Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha 
Masyarakat di sekitar Pesantren. Sistem pencairan dana dengan 
menggunakan sistem 2-2-1. Sistem 2-2-1 merupakan sistem dimana pada saat 
Halmi pertama dana Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk dua orang 
anggota, di Halmi kedua  dana Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk dua 
orang anggota yang lain, sementara di Halmi ketiga kepada ketua Kumpi.  
Total angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sebanyak 50 kali 
tiap minggu dengan nominal tiap minggu sebesar Rp20.600,00.- (dua puluh 
ribu enam ratus rupiah). Selain kewajiban membayarkan angsuran ada 
tambahan Rp2.400,00.- (dua ribu empat ratus) untuk tabungan tanggung 
renteng.  
“...Jadi dana yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok itu 
sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan sistem 2-2-1. 
Sistem 2-2-1 itu maksudnya di Halmi pertama dana Rp1.000.000,00,- 
(satu juta rupiah) untuk dua orang anggota, di Halmi kedua  dana 
Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anggota yang lain, 
sementara di Halmi ketiga kepada ketua Kumpi...” (Pengurus 1 Bank 
Wakaf Mikro, 5 Desember 2018). 
“...Pencairannya itu bertahap melalui Halaqah Mingguan. Sistem 2-2-
1. Halaqah pertama buat dua orang, Halaqah kedua buat dua orang, 
77 
 
Halaqah ketiga buat satu orang untuk ketua kumpinya...” (Pengurus 3 
Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019). 
“...Pencicilan dilakukan tiap pertemuan Halaqah, kan cicilannya 50 
kali ya.. Jadi nanti nasabah bayar Rp20.600,00.- (dua puluh ribu enam 
ratus rupiah) tiap minggu. Sama ada tambahan Rp2.400,00.- (dua ribu 
empat ratus rupiah) untuk tabungan tanggung renteng. Uang tanggung 
renteng itu balik lagi ke nasabah setelah selesai pembiayannya...”. 
(Pengurus 3 Bank Wakaf Mikro Al-Pansa, 11 Januari 2019). 
“...Ya tidak mas. Ringan angsurannya hanya Rp20.600,00.- (dua puluh 
ribu enam ratus) tiap minggu saja tapi ada tambahan tabungan jadi 
Rp23.000,00.- (dua puluh tiga ribu). Tetap ringan itu bagi saya...”. 
(Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Kalo angsuran nggak mas, hla wong tiap minggu hanya Rp23.000 
saja. Dicicil 50 kali...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 
Desember 2018). 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkonfirmasi 
bahwa besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sebanyak 50 
kali tiap minggu dengan nominal tiap minggu sebesar Rp20.600,00.- (dua 
puluh ribu enam ratus rupiah). Selain kewajiban membayarkan angsuran ada 
tambahan Rp2.400,00.- (dua ribu empat ratus) untuk tabungan tanggung 
renteng. Sehingga selama 50 minggu, cicilan yang dibayarkan sebesar 
Rp23.000,00.- (dua puluh tiga ribu rupiah).  
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4.2.4 Pendampingan di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
dilaksanakan pada saat PWK dan Halmi. PWK dilaksanakan sebelum 
pembiayaan diberikan ketika masih menjadi calon nasabah. PWK merupakan 
kegiatan untuk mengenalkan sistem pembiayaan dan pembekalan materi 
dasar mengenai usaha. 
“...Jadi untuk pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa ada PWK, PWK itu Pelatihan Wajib Kelompok sama Halmi tadi 
Halaqah Mingguan...” (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 
2018). 
“...Pendampingannya itu pas di halmi lewat sesi sharing antar anggota 
dengan pihak BWM Al-Pansa, jadi masalah-masalah yang berkaitan 
dengan usaha bisa disampaikan di halmi. Dari halmi ini, kita antar 
anggota bisa saling bertukar pengalaman dan relasi. Usaha saya ini 
juga berkembang karena gepok tular. Jadi dari mulut ke mulut 
kemudian meluas. Sama diawal ada PWK buat pembekalan kita, itu 
juga bentuk pendampingan dari BWM Al-Pansa...”. (Nasabah B Bank 
Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). 
Dalam Halmi yang telah peneliti amati dari Halmi angkatan pertama 
dan angkatan kedua selama tiga kali diketahui bahwa melalui kegiatan Halmi 
para nasabah dapat berbagi bercerita mengenai usaha yang dijalankan, 
bertanya mengenai pengelolaan usaha, maupun bertanya mengenai ajaran 
agama untuk kemudian dibahas dan didiskusikan bersama dengan anggota 
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kelompoknya dan pendamping. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa 
yang disampaikan oleh Manajer Bank Wakaf Mikro, bahwa pendampingan 
yang diberikan tidak hanya pengembangan usaha melainkan juga spiritualitas 
dan religiusitas nasabah. 
“...Di Halmi tidak hanya untuk melakukan angsuran tetapi juga sebagai 
bentuk pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa kepada nasabah. Pendampingannya itu mengenai usaha, 
termasuk permasalahan usaha yang kemudian berusaha dicari 
pemecahannya melalui diskusi bersama serta ada pula pendampingan 
religius dengan memberikan materi keagamaan. Jadi tidak hanya dari 
segi usaha tetapi juga spiritualitas dan religiusitas...” (Pengurus 1 
Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2018). 
“...Permasalahan yang kita hadapi di bahas di forum itu. Di awal 
dikasih materi. Sama sedikit ada siraman rohani juga ceramah gitu. Di 
acara halaqah itu nanti kita bisa juga bayar cicilan. Ketemu sama 
anggota kelompok kita sendiri sama anggota kelompok lain mas...” 
(Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Untuk halmi sendiri, manfaat yang diperoleh kumpi itu seperti yang 
saya sampaikan barusan tadi mas. Pertama silaturahmi, kedua ada 
siraman rohani mas itu yang membuat kita anggota selain mengajukan 
pembiayaan juga dapat ilmu agama, sama ini mas kepada para kumpi 
didampingi usahanya dari pihak BWM Al-Pansa...” (Nasabah B Bank 
Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). 
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Dari hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan, bahwa 
pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa tidak hanya 
pada sisi usaha tetapi juga spiritualitas dan religiusitas nasabah seperti yang 
sudah tercantum dalam gambar 4.1.  
Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari pendampingan yang 
dilakuan oleh Bank Wakaf Mikro bahwa tidak hanya konsultasi usaha saja, 
tetapi juga pendidikan agama kepada para nasabah Bank Wakaf Mikro 
(Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 16) 
4.3 Pengaruh Pembiayaan dan Pendampingan Usaha Terhadap 
Pemberdayaan Usaha Mikro 
 
Bank Wakaf Mikro Al-Pansa mendorong pemberdayaan usaha mikro 
masyarakat sekitar pondok pesantren melalui pembiayaan mikro sebesar 
Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) dengan akad qardh selama satu tahun 
dengan cicilan sebanyak 50 kali angsuran per minggu. Selain itu Bank Wakaf 
Mikro Al-Pansa juga melakukan pendampingan usaha kepada para nasabah 
dengan sistem berkelompok melaui kegiatan PWK dan Halmi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui 
wawancara kepada responden yang merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro 
Al-Pansa berkaitan dengan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
menilai bahwa lokasi Bank Wakaf Mikro Al-Pansa dekat dengan tempat 
tinggal  
“...Dekat mas dari rumah, tidak ada agunan, tidak berbunga, syariah 
juga...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 
Desember 2018). 
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“...Kalo Bank Syariah atau BMT gitu jauh dari rumah. Kalo yang deket 
ada kenapa harus jauh...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 
Desember 2018). 
Selain itu dengan mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa memiliki tujuan yaitu untuk keperluan menambah modal usaha. 
“...Untuk nambah modal usaha mas. Buat perawatan juga....” (Nasabah 
A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Buat nambah modal mas, meskipun nggak banyak pinjaman yang 
diberikan tapi setidaknya bisa buat nambah produksi sablon...” 
(Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018). 
Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro sesuai dengan 
kebutuhan mereka dimana mereka menganggap bahwa angsuran di Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa tidak memberatkan mereka karena cicilan yang 
ringan yaitu sebesar Rp20.600,00.-(dua puluh ribu enam ratus rupiah) tiap 
minggu yang dibayarkan ketika Halmi dan jangka waktu pelunasan 
pembiayaan. 
“...Ya tidak mas. Ringan angsurannya hanya Rp20.600,00.- (dua puluh 
ribu enam ratus rupiah) saja tiap minggu tapi ada tambahan tabungan 
jadi Rp23.000,00.- (dua puluh tiga ribu rupiah). Tetap ringan itu bagi 
saya...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Angsurannya sangat terjangkau mas, per minggu sekitar Rp23.000. 
Itu sangat membantu dalam pengangsuran...” (Nasabah B Bank Wakaf 
Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). 
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“...Ya ringan sih.. Nggak terlalu memberatkan, cicilan tiap minggu 
hanya 20.600....” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 
2018).  
Responden juga menganggap bahwa persyaratan dalam pengajuan 
pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa tidak memberatkan mereka.  
“...Iya mas begitu mas. Alhamdulillah tidak sulit.” (Nasabah A, Selaku 
Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Mudah sekali mas, hanya membawa kartu KTP dan KK sudah bisa 
cair pembiayaannya...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua 
Kumpi B, 19 Desember 2018). 
Responden yang sudah menyelesaikan pembiayaan dan seluruh 
responden ingin mengajukan kembali pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa dengan alasan bahwa mereka sudah percaya dan ingin menambah lagi 
modal usaha mereka. 
“...Lanjut mas. Ini infonya katanya mau ada pencairan tahap dua..”. 
(Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Saat ini saya masuk tahap pencairan kedua mas...” (Nasabah D, 
Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018).  
“...Saya lanjut lagi mas, soalnya ya tadi mas deket sama rumah dan 
tidak perlu jaminan....” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 
Desember 2018). 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel responden yaitu 
para ketua kumpi angkatan pertama dan kedua untuk kemudian menanyakan 
menganai Kumpi dan Halmi.  
Dalam proses pemilihan ketua Kumpi, pemilihan dilakukan pada saat 
PWK dan mekanisme pemilihan ketua Kumpi dengan cara musyawarah 
anggota kelompok tersebut.  
“...Pada waktu awal kumpul mas. Pelatihan hari pertama langsung ada 
pemilihan ketua kelompok. Nah pas itu temen-temen kelompok saya 
mempercayakan saya bisa menjadi ketua...” (Nasabah A, Selaku Ketua 
Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Pemilihan ketua kumpi itu di PWK mas, disitu ada musyawarah 
siapa yang bersedia menjadi ketua. Waktu itu saya tidak mengajukan 
diri, tetapi dari teman-teman melalui musyawarah itu memilih saya....” 
(Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 
2018). 
“...Kesepakatan dari kelompok melalui musyawarah, ditunjuk dari 
anggota kelompok memilih saya sebagai ketua. Terpilihnya saya itu 
dari sejak pertemuan (PWK) hari pertama....” (Nasabah D, Selaku 
Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). 
Selain itu adanya sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam 
pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa dinilai positif oleh para responden 
karena sistem tanggung renteng mencerminkan nilai tolong menolong antar 
sesama anggota kelompok, dimana apabila ada anggota kelompok yang 
84 
 
belum mampu membayar cicilan maka sesama anggota kelompok akan 
menganggung dahulu cicilan yang belum dibayarkan untuk kemudian diganti 
pada Halmi berikutnya. Sistem tanggung renteng tersebut direspon baik oleh 
responden. 
“...Ya saya secara pribadi setuju mas dengan penerapan sistem 
tanggung renteng itu mas. Menurut saya bagus sistemnya itu. Jadi 
antar anggota kelompok seperti ada rasa kekeluargaannya mas. Antar 
anggota bisa saling bantu dalam satu kelompok kalo misal ada anggota 
kelompok yang belum bisa bayar pada waktu pembayaran cicilan...” 
(Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Untuk sistem tanggung renteng itu bagus sekali mas sebagai sistem 
yang diterapkan, karena gini mas, dengan tanggung renteng ada rasa 
tanggung jawab dari masing-masing anggota untuk membayar 
angsuran...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 
19 Desember 2018). 
“...Itu sangat membantu mas, jika ada keperluan yang mendadak dan 
mendesak antar anggota bisa saling membantu. Itu sudah menjadi 
kesepakatan di awal mas...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 
Desember 2018). 
“....Bagus mas, positif. Soalnya kan dengan tanggung renteng itu antar 
kelompok saling bantu jika ada anggota yang belum bayar dari sistem 
itu bisa anggota lain nalangi buat bayar cicilan...” (Nasabah C, Selaku 
Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018). 
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Berdasarkan hasil penelitian, adanya sistem tanggung renteng tersebut 
sebagai mekanisme talangan kepada nasabah yang belum gagal bayar tidak 
sering digunakan. Dan dalam penyaluran pembiayaan, responden yang 
merupakan ketua kelompok tidak banyak kendala dan hambatan yang 
dihadapi.  
“...Tidak begitu mas. Paling ya kalo ada yang nggak bisa bayar cicilan, 
tapi nggak sering kok. Pernah sekali kalo tidak salah mas, selanjutnya 
tidak lagi...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Paling masalah hambatan dan kendala itu ada di pembayaran 
cicilan tapi nggak terus-terusan kok. Seinget saya hanya dua kali saja 
kejadian ada anggota yang belum mampu membayar cicilan...” 
(Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 
2018). 
“...Untuk kendalanya sampai saat ini belum ada mas, ya lancar-lancar 
saja. Ya karena dengan angsuran segitu tidak memberatkan. Angsuran 
segitu masih terjangkau...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 
Desember 2018). 
“...Nggak mas, selama menjadi ketua kumpi paling kalo ada anggota 
yang belum bisa bayar, tapi kan dikembalikan lagi ke kesepakatan kalo 
ada yang belum mampu bayar cicilan angsuran yang nalangi kelompok 
dulu mas...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018). 
Dari segi pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa melalui adanya PWK dan Halmi, berdasarkan tanggapan dari 
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responden, diketaui bahwa PWK dan Halmi memberikan dampak yang baik 
bagi nasabah.  
“...Ya bagus mas, kita yang dapat pinjaman dari Bank Wakaf ini ada 
pendampingan buat usaha kita dari sebelum hingga jadi nasabah. 
Permasalahan yang kita hadapi di bahas di forum itu. Di awal dikasih 
materi. Sama sedikit ada siraman rohani juga ceramah gitu. Di acara 
halaqah itu nanti kita bisa juga bayar cicilan. Ketemu sama anggota 
kelompok kita sendiri sama anggota kelompok lain mas...”. (Nasabah 
A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Itu positif mas, kita sebagai pengusaha kecil seperti saya yang 
skalanya hanya industri rumah tangga dengan adanya halmi ikut 
membantu dalam memecahkan masalah dan menawarkan produk. 
Kepada kumpi kegiatan seperti ini bisa menjadi perekat silaturahmi 
diantara para anggota kumpi mas...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, 
Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). 
“...Menurut padangan saya positif mas, bisa mempererat silaturahmi 
sama menjalin kekeluargaan semakin dekat...”  (Nasabah D, Selaku 
Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). 
“...Jadi nggak hanya sekedar pinjem uang kemudian ya sudah, tapi ini 
lebih bagus, ada pendampingannya, ada silaturrahminya, belajar ilmu 
agama juga...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 
2018). 
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Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden 
dampak dari pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
kepada nasabahnya adalah : 
1. Terjadinya kenaikan jumlah produksi/penjualan. 
“...Ya setelah dapat pinjaman dari Bank Wakaf sekitar 10% nan 
mas...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Iya mas, ada peningkatan. Secara pemasaran kita bertambah 
sehingga dari produksi juga ikut bertambah. Peningkatan yang 
biasanya kita bikin 10kg belut sebelum ada pembiayaan, 
sekarang setelah dapat pembiayaan dapat bertambah jadi 15-
20kg belut...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua 
Kumpi B, 19 Desember 2018). 
“...Kenaikannya secara kasar 10% mas...” (Nasabah D, Selaku 
Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). 
“...Naik mas, tapi juga nggak banyak ya kalo dihitung kasar 
karena saya nggak cermati ya 10-15% mas. Kembali ke momen 
mas, kalo lagi rame ya labanya bisa lebih tinggi dari itu...” 
(Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018). 
2. Tidak ada penambahan pekerja. 
“...Tetap mas, ada empat orang. Tidak bertambah...” (Nasabah A, 
Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
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“...:Kalo itu nggak mas, tetep hanya tujuh nggak berubah...” 
(Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 
Desember 2018). 
“...Tidak mas, dari dulu juga saya sama istri saja...” (Nasabah D, 
Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). 
“...Normalnya kalo pekerja ya saya sama suami tapi kalo lagi 
banyak saya manggil keponakan...” (Nasabah C, Selaku Ketua 
Kumpi C, 21 Desember 2018). 
3. Terjadi peningkatan pendapatan usaha. 
“...Ya paling sama mas. besarannya sendiri mungkin segitu.. 
(ada kenaikan 10% dari pendapatan sebelumnya)...” (Nasabah A, 
Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Untuk kenaikannya saya nggak bisa mengukur secara pasti 
tapi secara umum ada 20% peningkatannya...” (Nasabah B Bank 
Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). 
“...Nggak signifikan mas, hla wong ya kecil pinjamannya. Berapa 
ya... Ya saya kira-kira ndak lebih dari 10% mas. Kalo pedagang 
sayur kayak saya kan musiman...” (Nasabah D, Selaku Ketua 
Kumpi D, 20 Desember 2018). 
“...Wah saya kalo pasnya saya nggak cermati mas, tapi ada 
pengingkatan ya sekitar 10% dari sebelumnya. Memang ndak 
banyak mas, juga karena hanya Rp1.000.000,00.- (satu juta 
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rupiah) tapi setidaknya bisa menambah produksi buat beli alat...” 
(Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018). 
4. Terjadi peningkatan laba usaha. 
“...Ya bertambah mas, kan ada penjualannya meningkat...” 
(Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). 
“...Naik juga mas, kurang lebih sekitar 10%-nan dari pendapatan 
bisa masuk jadi laba usaha...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, 
Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). 
“...Kalo laba usaha, kita mengikuti harga pasar mas. Harga 
pasar kan nggak tentu. Kalo ambil untung juga tidak bisa 
konsisten pada patokan tertentu. Kalo harga perolehannya 
murah, ya mungkin bisa dapat laba besar, tapi kalo harga 
perolehannya tinggi, cari untung dikit aja susah. Sayuran itu 
tidak bisa dipatok mas, harus segini segini. Tergantung cuaca, 
kalo pas lagi cuaca tidak mendukung cari dagangan susah mas. 
Kalo sayur itu kan nggak tentu mas, selain cuaca faktor panen 
juga...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). 
“...Naik mas, tapi juga nggak banyak ya kalo dihitung kasar 
karena saya nggak cermati ya 10-15% mas. Kembali ke momen 
mas, kalo lagi rame ya labanya bisa lebih tinggi dari 
itu...”(Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018). 
5. Terjadi peningkatan kondisi perekonomian. 
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“...Ya alhamdulillah mas, karena penjualannya bisa naik, ya 
mengikuti...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 
2018). 
“...Jelas mas, ada peningkatan kondisi perekonomian secara kan 
saat pendapatan dan laba naik maka kondisi perekonomian bisa 
lebih baik...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua 
Kumpi B, 19 Desember 2018). 
“...Saya ndak pernah ngitung besarnya berapa, pokoknya kalo 
ada untung kembangkan lagi. Tapi ada peningkatan mas...” 
(Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). 
“...Wah ya itu mas, saya nggak pernah cermati secara pasti 
berapanya. Tapi ada peningkatan kok. Karena ya tadi jumlah 
produksi naik...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 
Desember 2018). 
Dari hasil penelitian diatas, bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan 
syariah Indonesia yang ditelah ditetapkan oleh OJK yaitu mendukung upaya 
peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakatan serta mengatasi 
ketimpangan dalam pembangunan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 
11). 
Namun pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada 
responden bahwa meskipun ada kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi 
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perkonomian belum secara signifikan karena pembiayaan yang diberikan 
hanya Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah). 
Pemberdayaan usaha mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan 
Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah 
yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu 
untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada 
dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatanya sendiri 
sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau 
proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Otoritas Jasa 
Keuangan, 2017 : 134) yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Al-
Muttaqin Pancasila Sakti Klaten memberikan kemanfaatan positif bagi 
nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian 
meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah. 
4.4 Keunikan Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan Lembaga 
Keuangan Syariah Lain 
 
Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu inovasi dan peran aktif OJK 
dalam mendorong inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan 
mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan 
berbasis pondok pesantren.  
Dari hasil pengamatan yang telah peneliti amati selama melakukan 
penelitian di lapangan, ada beberapa keunikan yang dimiliki oleh Bank 
Wakaf Mikro, diantaranya :  
1. Keberadaan Bank Wakaf Mikro merupakan upaya untuk 
mengintegrasikan tiga sektor antara sektor keuangan (financial 
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sector), sektor riil (real sector), dan sektor sosial-religi (sosio-
religious sector). 
Integrasi tiga sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :  
a. Sektor Keuangan 
Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan 
berperan dalam mendorong inklusi keuangan agar pelaku 
usaha mikro yang berada di lingkungan pondok pesantren 
tempat Bank Wakaf Mikro berdiri dapat mengakses 
layanan jasa keuangan termasuk tersedianya produk 
pembiayaan berskala mikro. 
b. Sektor Riil  
Pelaku usaha dalam hal ini usaha mikro yang berada 
di lingkungan pondok pesantren tempat Bank Wakaf Mikro 
berdiri sebagai pelaku di sektor riil berusaha didorong 
untuk maju dan berkembang dengan diberdayakan melalui 
pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. 
 
 
c. Sektor Sosial-Keagamaan 
Pondok Pesantren sebagai lembaga sosial-keagamaan 
yang dekat dengan masyarakat tidak hanya berperan 
sebagai pusat pendidikan agama, melainkan juga dapat ikut 
serta dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat di sekitar 
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pondok pesantren (Daniar, 2013: 205). Keberadaan Bank 
Wakaf Mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren 
dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi warga sekitar 
karena Pondok Pesantren . 
Selain itu Lembaga Amil Zakat ikut berperan sebagai 
amil dalam menyalurkan dana yang didonasikan oleh para 
donatur untuk memberikan wakaf uang serta dana-dana 
kebajikan yang lain kepada Bank Wakaf Mikro untuk 
disalurkan kepada para pelaku usaha mikro sehingga dana-
dana tersebut dapat produktif. 
Keunikan inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan 
lain yang ada di Indonesia dimana mampu menyelaraskan tiga 
sektor yang ada di masyarakat sebagai suatu fenomena baru 
dalam upaya mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan 
pembiayaan mikro.  
2. Sebagai lembaga keuangan non-bank, Bank Wakaf Mikro 
mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari wakaf uang 
dan dana-dana kebajikan.  
Sumber dana yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa berasal dari LAZ Bank Syariah Mandiri sebesar 
Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi 
menjadi Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) guna dana 
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abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) guna dana 
pembiayaan pembiayaan kepada nasabah. 
Dana abadi abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar 
rupiah) tersebut merupakan implementasi dari dana wakaf tunai, 
dimana Bank Wakaf Mikro sebagai Nadzir tidak boleh 
memanfaatkan untuk keperluan diluar tujuan yang dipersyaratkan 
oleh Wakif yaitu untuk disimpan sebagai investasi melalui 
deposito sementara imbal hasil dari investasi yang disimpan di 
deposito sebagai pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk 
membiayai biaya operasional.  
3. Bank Wakaf Mirko melakukan penyaluran pembiayaan 
(channeling) dengan sistem berkelompok. 
Adanya Kumpi merupakan bentuk dari channeling yang 
diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dimana penyaluran 
pembiayaan dilakukan tidak secara langsung diberikan kepada 
individu melainkan memanfaatkan adanya kelompok.  
Wujud dari adanya channeling tersebut dapat diketahui dari 
proses penyaluran dimana pembiayaan baru dapat diberikan 
apabila sudah terkumpul lima orang dalam suatu kelompok yang 
disebut  Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren atau 
yang disebut sebagai Kumpi. Keberadaan Kumpi tersebut 
merupakan lembaga perantara antara Bank Wakaf Miko dengan 
nasabah.   
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Dengan adanya Kumpi sebagai lembaga perantara 
(channeling) bertujuan agar anggota dapat memanfaatkan modal 
pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Hal ini terjadi karena Bank 
Wakaf Mikro melayani pembiayaan terutama secara 
berkelompok, yakni melalui Kumpi dengan sistem pembiayaan 
tanggung renteng. 
4. Kegiatan Halmi sebagai sarana pendampingan serta monitoring 
pembiayaan. 
Kegiatan Halmi yang merupakan singkatan dari Halaqah 
Mingguan merupakan pertemuan antara nasabah yang dengan 
pihak pegelola Bank Wakaf Mikro dalam hal ini pendamping dan 
bendahara dengan mempertemukan 3-5 Kumpi dalam satu waktu 
dan tempat yang sama. 
Dari sisi nasabah kegiatan tersebut merupakan sarana untuk 
pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan 
terhadap spiritualitas dan religiusitas nasabah. 
Dari sisi Bank Wakaf Mikro kegiatan tersebut merupakan 
monitoring atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah 
dengan sistem penyaluran channeling berkelompok yang 
tergabung dalam Kumpi.  
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5. Sistem tanggung renteng sebagai alternatif dalam manajemen 
risiko atas tidak adanya jaminan dalam pembiayaan yang 
diberikan.  
Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro tidak 
membebankan persyaratan adanya jaminan kepada calon 
nasabah. Hal tersebut dirasa oleh nasabah yang mengajukan 
pembiayaan sebagai keunggulan dan kemudahan yang diberikan 
oleh Bank Wakaf Mikro. 
Namun, apabila dicermati lebih lanjut sebagai langkah 
antisipatif terhadap manajemen risiko gagal bayar dari nasabah 
maka dibuatlah sistem tanggung renteng, dimana apabila terdapat 
nasabah yang belum dapat membayar angsuran pada saat 
dilaksanakannya pembayatan cicilan maka anggota lain yang 
yang satu kelompok dengan nabasah tersebut akan menanggung 
terlebih dahulu. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah penulis 
lakukan berikut kesimpulan penulis :  
1. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa 
kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha 
dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik para nasabah. 
2. Pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-
Pansa tidak sebatas pada pendampingan usaha, melainkan juga 
pendampingan spiritualitas dan religiusitas dari para nasabah 
Bank Wakaf Mikro Al-Pansa.  
Pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa kepada nasabahnya berpengaruh terhadap adanya 
peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba 
usaha, dan kondisi perekonomian.  
Peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan mendorong terjadinya 
peningkatan pendapatan usaha dan laba usaha nasabah yang kemudian ikut 
meningkatkan kondisi perekonomian dari nasabah. Meskipun mengalami 
kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak mengalami kenaikan secara 
signifikan. 
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5.2 Saran 
 Dari hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan beserta 
kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran berikut : 
1. Perlu adanya kajian yang membahas, menelaah, serta menganalisis 
secara mendalam dampak inklusi keuangan berbasis pondok pesantren. 
Terlebih Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila sakti memiliki Bank 
Wakaf Mikro Al-Pansa dan LAKU PANDAI Bank Arta Graha.    
2. Besaran nominal pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro 
lebih dapat ditingkatkan lagi, karena berdasarkan hasil pengamatan di 
lapangan melalui wawancara diketahui bahwa nasabah ingin adanya 
peningkatan besaran nominal pembiayaan  agar usahanya bisa lebih 
berkembang dan signifikan.  
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dan pengaruh 
pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf 
Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro yang ada di sekitar pondok 
pesantren dengan lokasi yang berbeda.  
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LAMPIRAN 
NASABAH PEMBIAYAAN 
BANK WAKAF MIKRO AL-PANSA KLATEN 
PERIODE NOVEMBER 2017 
No. Nama Kumpi Halmi Pengajuan Tenor Pembiayaan 
1.  Ghofar 
Ismail 
Maju 
Mapan 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
2.  Abdul 
Fatah 
Maju 
Mapan 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
3.  Abdul 
Qodir 
Maju 
Mapan 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
4.  Susmaniar Ar-Razaq 1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
5.  Widanarti Ar-Razaq 1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
6.  Ruliyanti Ar-Razaq 1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
7.  Ridalsi Ar-Razaq 1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
8.  Nurul H Ar-Razaq 1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
9.  Maryoto Rukun 
Sayur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
10.  Sri Suyanti Rukun 
Sayur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
11.  Sargi Rukun 
Sayur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
12.  Sinem Rukun 
Sayur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
13.  Ngadinah Rukun 
Sayur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
14.  Aris 
Haryadi 
Sido 
Makmur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
15.  M. Muchtar Sido 
Makmur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
16.  Fitroh N. Sido 
Makmur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
17.  Agung W. Sido 
Makmur 
1 30/11/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
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NASABAH PEMBIAYAAN 
BANK WAKAF MIKRO AL-PANSA KLATEN 
PERIODE DESEMBER 2017 
No. Nama Kumpi Halmi Pengajuan Tenor Pembiayaan 
1.  Evi 
Herawati 
Perum 2 20/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
2.  Siwi Utami Perum 2 20/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
3.  Dewi 
Retnowati 
Perum 2 20/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
4.  Irna Sahi Perum 2 20/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
5.  Ari Wulan Perum 2 20/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
6.  Sulastri Perum 2 20/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
7.  Panadi Ayam 
Kampung 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
8.  Hariyanto Ayam 
Kampung 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
9.  Eni Ayam 
Kampung 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
10.  Yuni Ayam 
Kampung 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
11.  Fathur Ayam 
Kampung 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
12.  Sokhib Ayam 
Kampung 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
13.  Darsono Mugi 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
14.  Luthfiyatun 
U 
Mugi 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
15.  Marni Mugi 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
16.  Hadi Parmi Mugi 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
17.  Wiwik L Mugi 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
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18.  Puji Utami Sumberejo 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
19.  Siti 
Mufidatun 
Sumberejo 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
20.  Siti Sarini Sumberejo 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
21.  Tanti Sri S Sumberejo 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
22.  Haryani Sumberejo 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
23.  Puji Dwi L Sumberejo 
Makmur 
2 22/12/17 12 
bulan 
Rp1.000.000 
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LAMPIRAN 
DAFTAR KETUA KUMPI 
BANK WAKAF MIKRO AL-PANSA 
HALAQAH MINGGUAN I DAN II 
No. Nama Jenis 
Kelamin 
Usaha Nama Kumpi Halmi 
1.  Ghofar Ismail Pria Makanan 
Ringan 
Maju Mapan 1 
2.  Susmaniar Wanita Warung 
Makan 
Ar-Razaq 1 
3.  Maryoto Pria Pedagang 
Sayur 
Rukun Sayur 1 
4.  Agung W. Pria Warung 
Makan 
Sido Makmur 1 
5.  Evi Herawati Wanita Jasa Laundry Perum 2 
6.  Panadi Pria Pedagang 
Hewan 
Ayam 
Kampung 
2 
7.  Luthfiyatun U. Wanita Sablon Mugi 
Makmur 
2 
8.  Puji Utami Wanita Depot Bahan 
Bakar 
Sumberejo 
Makmur 
2 
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